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I, 

if 

Assalam ualaikum Warahmatullaii 

Yth.Sdr.Gubernur Provinsi Sum~~er 
I 
I 

~~r.tuh 
Propinsi Sumatera Barat. Yth.Sdr.Pimpinan dan Anggota DPR 

I 

Yth.Sdr.Forum Koordinasi Pemeri ta.h IDaerah, Ketua Pengadilan 

Tingt;i dan Ketua Pengadilari Ti ggi 1\gama Provinsi Sumatera 
' ! 

Barat. I: 

Yth.Sdr.Kepala BPK- RI Perwakilan Sum~tera Barat 
' 

Yth. Sdr. Sekretaris Daera.h/ Staf 'Ahli/ Asisten/ KepalaDinas I Bad an/ 

Kepala Kantor Wilayah/ da.n L mbJga lingkungan Pemerintah 
! i 

Daera.h Provinsi Sumatera B 

Yth.Sdr.Ketua Partai Politik tingkfft umejtera Barat yang hadir. 

Yth.Sdr.Rekan-rekan wartawan 1xhe ia dltak dan elektronik serta , r 
undangan yang berbahagia. , ! 

Yth.Bpk/Ibu/Sdr. hadirin dan hadi at ya!ng kami hormati. 

Sdr.Pimpinan DPRD, 
Pemerintah Daerah serta 
muliakan. 

Gu ernur, 
Hadi in dan 

1·: 

Forum ·Koordinasi 
Hadirat yang kami 

Dengan mengucapkan Puji d Syukur Kehadirat Allah SWT, 
I I 

yang senantiasa tela.h melimpa.h; a.n ~ahmat dan KaruniaNya 

kepada kita semua Alhamdulillah telal{ dapat hadir pada Rapat 
• : I' 

Paripurna DPRD Provinsi :S~m ter~ I Barat, dalam rangka 

Pengambilan Keputusan terhad~p 3 (~~ga) Rancangan Peraturan 

Daerah. 

Shalawat beriring Swam dis 

Nabi Muhammad SAW dengan uc 

I, 
i 
I 

paikan untuk Junjungan kita 

pan " Allah Humma Shalli Ala 

Saiyidina Muhammad, Waala A i Muhammad " yang telah 
I 

mewariskan untuk kita pedomani yaitu Al Qur'an dan Sunnah 
I i 

Rasulullah sebagai petunjuk dalam kehidupan menuJu 
I I 

keselamatan dunia dan akhirat.l 

Izinkan kami menguca~,f~ ter' 
1 

a kasih yang sebesar-
1 

besarnya kepada pimpinan ~idan p ipurna DPRD dan sdr 
I ' 

Gubernur yang telah memberikl;Ui esenipatan kepada kami untuk 
' 

menyampaikan Pendapat Akhir F aksi: Partai Demokrat . 
'' i i 

I i 



, I 
! ' '. 
I 

Setelah mendengar dan me erhatikan laporan Panitia 

Khusus DPRD 

Rancangan Peraturan Daerah 

disampaikan sdroGubernu: tang;ga.l 

terhadap 3(tiga) 

rovinsi Sumatera Barat yang 
' 

18 Mei 20 15 yang la.lu kami 

Fraksi Partai Demokrat paikan apresiasi yang tulus 
I. 
' 

~<epada Panitia Khusus DPRD Provi si Sumatera Barat yang tela.h 
. \:.,.,.,~A 

memba.has secara. menda.lam bers a SKPD terhadap ~~ 
i I 

Ranperda. tersebut namun Fta si ~artai Demokrat pada 
, 'I 

kesempatan ini menyampaika.n beb rapa pendapat untuk menjadi 
. 'I 

ba.han pertimbangan bagi kita da.lrun mengambil keputusan 

terhadap Ranperda dimaksud sebag 
0 
betikut : 

'~~~ 
1.'6 UMUM 

1)0 Berdasarkan Undang - U dang Nomor 23 ta.hun 2014, 

ten tang Pemerintahan bae. a.h,p:asa.l 57, pasal 59 ayat(2) 

pasal 65 ayat(2) pasal ~5, : asa.l! 97 dan pasal 101 sebagai 

landasan pelaksanaan pem 

2)o Berdasarkan T,Jndang-tJ~d 
I 

Desa, Pasal lpasal 2, pa~ 

No.43 tahun 2014 

No.6 tahun 20140 

,. 
intaJ:~.an 0 

: i 

g Nbo6 tahun 2014 tentang 
I 

5 dan Peraturan Pemerintah 
, I 

pel~sanaan U ndang-U ndang 
' 

' Fraksi Partai Demokrat i be pendapat ba."lwa Pemetintah 
! 

Daerah Provinsi Sumatera :Sarat dalam menyusun rancangan 

Peraturan daerah harus mempedo a,ni :dan memperhatikan asas-
1 I i · 

asas Penyelenggaraan Pemerillltah yi;utu taat azas,taat hukum 
. : I. 

dan taat aturan dengan meinp rhattfan dan melaksanakan 

· semua ketentuan pen,tndang-und gan ~tersebut dengan sungguh-

sungguho 1 



II. PENYELENGGARAAN PELAYANAN UBLIK. 

Mempedomani Undang-Uhd • g ~omor 25 tahun 2009, 

tentang Pelayanan Publik dan Pera! urarr, Pemerintah No.96 tahun 

2012, peraturan pelaksana UU. o.25'tahun 2009. Pelayanan 
~ I 

Publik adalah tugas utarna d
1 

pilo/ dasar penyelenggaran 

pemerintahan yang baik dan tata lola pemerintahan yang bersih 

Fraksi Partai Demokrat berpendap t Peran dan fc:.ngsi Pemerintah 

sebagai penyelenggara pe~ayanan blik harus : 

1. Mempunyai tekad kemauan dengan aparatur yang siap 

sebagai pelayanan Publik bu an untuk dilayani oleh publik 

yang dalam kenyataan J?as h dit,emukan kondisi . terse but 

terutama ditempat -tempat· yan~· · sesungguhnya aparatur 

harus memberikan pela~an· y ·.• g sebaik-baiknya tanpa 
I I 

dilakukan pungutan tid~ 1 
smi seperti jembatan timbang 

I · I' 

,pada pasar tradisional d bel:jerapa kantor pemerintah 
: I 'I . 

daerah yang memperla.k:Uk~ mas~arakat harus memberikan 

sesuatu kepada aparatur . 
I 

2. Pemerintah Daerah harus 

: 

I! 
emppnyai aparatur yang siap 

mentaati dan melaksanakan Perda ini secara baik karena 

itu diperlukan perubahan s· ap rrtental ,prilaku ,disiplin dan 

ketaatan aparatur.terhadap ketentuan dalam Perda ini 

denga9!l,n sanksi yang jelas d · tegas. 
I ! ! 

3. Perda Pelayanan. Publi~ erup~an Perda yang sangat 

dibutuhkan oleh Ma&yar I at rebagai komunitas yang 

mempunya1 kedaulatan agar me~dapatkan pelayanan yang 

lebih baik dan dibutuhkan leh masyarakat, maka dari itu 
I 

Fraksi Partai Demokrat. erpeJ;Jidapat bahwa Peraturan 
II 

Daerah tenta..."1g Pelayanan bli* ini harus paripurna dan 

menjadi payung hukum bagi ab~paten Kota. 

i 



III. 

i l 
4. Mengingat Instansi, Institusii dan ;Lembaga Pelayan Publik 

mempunyai jenis kegiatan, ~1 uran dan dasar hukum yang 

berbeda Fraksi Partai DJmoktat berpendapat bahwa , . I 
Standar Operational Prosedu (SO~) dan Standar Pelayanan 

Minimum (SPM) harus dimili · ole~ masing-masing Instansi, 
! . 

Institusi dan Lembaga dan ditet~pkan dengan Peraturan 

Gubernur. . 
i 

5. Agar Peratura.n Daerah in~ b rjal~ seb
1

agai Roh Perda yang 

diharapkan, Fraksi Partai ;De okrat berpendapat agar dibe1i 
I • II I 

sangsi terhadap Inta.nsi, ?ns. itusi \ jdan Lembaga yang tidak 

mdayani Publik seharusnya_: jelas dan tegas baik dalam 

bentuk Teguran, Sangsi dmiAistratif maupun Sangsi 
I 

Pi dana. 

TANGGGUNGJAWAS SOSIAL DAN INGKUNGAN PERUSAHAAN. 
• I 

1. Fraksi Partai D~mokrat 

perusahaan adalah mempu 

i! 
I' 

b~rpendapat bahwa setiap 

yai tanggung jawab social dan 

bahagian dari lingkungan masyarakat yang harus ikut 

bertanggung jawab terhada lingkungannya. maka Fraksi 

Partai Demokrat mengapre iasi :dengan sungguh-sungguh 

ditetapkannya Perda ini . an agar dapat dilaksanakan 

dengan baik oleh perusaha n di Provinsi Sumatera Barat 

dan segera disosialisasikan . 

2. Melalui Perda ini diharap 

Singkronisasi ya.ng efektif: .. 
Daerah denga.n 

I 
Forum 

an tcrujudnye Kordinasi dan 
. ! 

' tara 1Tim Kordinasi Pemerin tah 

Tan~ngjawab So sial dan 

Lingkungan 
i I! 

Perusahaan agar dimensi perencanaan, 

pelaksanaan dan pelapor dapat berjalan dengan baik 

serta berkontribusi si ifika.n. terhadap kemajuan 

Pembangunan Daerah dalam pengetasan 

kemiskinan di Sumatera :S at. 

3. Agar sangsi yang diber akuka.n sesuai Peraturan 

~J.i~j,JgtirfaJ.:?l<dapat dilaks · akub sebagaimana mestinya. 
I I 

I 

I i I . II 



4. Fraksi Partai 
I 
I 

Demokrat 

I, 

! I 

I' 
I 

menyambut baik terhadap 
lj 

Peraturan Daerah tentapg Tan$~ng Jawab Sosial dan 

Llngkungan Perusahaan ini dite~apkan mengingat adanya 

kewajiban perusahaan bai B~MN, BUMD dan Swasta 

untuk menganggarka,n dan unt]lk Tanggung jawab social 

dan lingkungan perusaha dengan berbagai program 
I ! I 

kegiatan Pe::nerintah Da, rah i: yang belum mampu 

dianggarkan, maka Fraksi Part$J Demokrat berpendapat 
, I 
' agar Tugas Pokok dan ,Fu gsi q.ari masing-masing pihak 

yang terkait dalam me jalankan TJSLP 1111 baik 

Perusahaan, For..1m TJSLP ang dibentuk oleh Perusahaan 
. I 

secara indipenden dan
1 

Ti ~9ordinasi yang dibentuk 

Pemerintah Daerah ha.nlts Jelas \aan mampu membangun 

komunikasi dan koordina i ya,ng sehat tanpa adanya 

pihak-pihak yang lebih be epep.tingan dalam mengelola, 
I 

menyalurkan dan mengawa. i Pro~ram TJSLP ini. 

5. Agar pangawasa.n oleh lasin~;masing pihak berjalan, 

Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa Sistem 

Pelaporan yang dila,ksan?lcan :secara berjenjang harus 

dilaksanakan secara terti~ d$!1 rutin dimana setiap 

perusahaan menyampaikarllaporan Program TJSLP kepada 
j I 

• , I. 

Forum T JSLP sekal1 dala.m satu; bulan dan Forum T JSLP 
' I ~ 

menyampaikan laporar1. 1 P ogral:h TJSLP ke Pemerintah 

Daerah melalui Tim Koord' asi I sekali tiga bulan. Fraksi 

Partai Demokrat juga berp ndapat bahwa Pelaporar1 dari 

Perusahaar1 kepada TJSLP ditembuskar1 ke 

Pemerintah Daerah mela.l.ui rim Koordinasi. 

6. Fraksi Partai Demokrat ber~~mdapat bahwa Tim Koordinasi 

harus pro aktif mengkomu ' ikas;kan dengan Forum T JSLP 

dan Perusahaar1 terhadai program-program strategis 
i I I 

Pemerintah Daerah agar dap~t dipertimbangkan dan 
; . 

dimasukkan kedalami Pr<bgram TJS:.P masing-masing 
I I I I 

Perusahaar1. I . 
. I 

'' I 



IV. 

II 
I! 

7. Walaupun ada sangsi sesu J dengan peraturan perundang­

undangan yang berla.ku di asihg-masing Bad an U saha, 
! I 

Fraksi PaJ tai Demokrat ·be pendapat agar Perda ini juga 
I' 

mengatur secara Jelas dan Tegas terhadap sangsi apabila 
'' 

masing-masing komponen melanggar apa yang sudah 

ditetapkan agar Perda yang dibU:at dengan biaya besar ini 

tidak hanya menjadi pajang dah macan ompong saja. 

PEMAMFAATAN DAN PENGGUNJ BAd~AN JALAN. 
! i' 

! I 
Fraksi Partai Demokrat ndapat 

I 
1,. Bahwa wewenang pe pem binaan dan 

pengawasan jalan telah di atag6rikan pada jalan Negara, 

jalan Provinsi dan Jalan K bup~ten /Jalan Kota. Khusus 

jalan Provinsi .Pemerintah Provinsi harus melaksanakan 

secara tegas terhadap atur dan ketentuan yang diatur 

dalam Perda ini seperti d a,ml, pemeliharaan jalan dari 

gangguan kegiatan ma~yar • at pada :okasi pasar tumpah 

yang sangat menggan~gu elarttaran pemakaian jalan .. 

Pemerintah Daerah ke[ih~t ny~ tidak mampu mengatur 

masyarakat dan pema.k~ alan i j seperti pad a pasar Koto 

Baru dan Padang Luar da.It pasar tumpah lainnya 
! ! 

diwilayah Provinsi Sum Barat yang membuat 

kemacetan berja,m-jam. ~ 

2. Pengawasan pemakaian ba an jalan yang tidak dibolehkan 

mela.ksanakan pemban~n dan pemamfaatan ruas jalan 

selain untuk transport, 
1 

ter yat~ masih ban yak bangunan 

liar yang tidak puny: ibin bangunan dengan 
I I 

mempergunakan badk j' ani dan menjadikan lokasi 

perdagangan. 

3. Pemerintah Daerah 

Pemerintah Kabupaten 

I' 

harus berkoordinasi dengan 

Kota dalam pengaturan 

penggunan /pemakaian ba an jalan yang pemberian izin 

bang1.man dilaksanakan Peberintah Kabupaten dan .Kota 

agac Pecda ini dapat tedaksta dengan balk. 



Demikianlah beberapa penda' at 1:Fraksi Partai Demokrat 
I 

DPRD Provinsi Sumatera Barat' terh!adap 3(Lga) Rancangan 
. i i' 

Peraturan Daerah Provinsi Surnate ·a Ba!rat untuk menjadi bahan 

pertimbangan dalam menetapka Ke}:lutusan DPRD menjadi 

Peraturan Daerah Provinsi Sumater Barat. 

Selanjutnya Dengan berserah diri !kehadirat ALLAH swt dan 

mengucapkan " Bismillahirrahma irrahim" kami Fraksi Partai 

Demokrat menyatakan dapat meterima da11 menyetu. jui 3(tiga) 

Rancangan Peraturan Daerah Pr vinsi Sumatera Barat menjadi 

Peraturan Daerah Provinsi SumJtera Barat, dengan harapan 

dipertimbangkan dan diperhatifan · penpapat kami terse but. Atas 

perhatian Bapak dan ibu kami ien' ca~kan terimakasih. 

I I 
Billahi Taufik Walhidayah,Wassal mualaikum.Wr.Wb 

i ! 
I! 

Padang, 5 A stus 2015 
' 
i' 

FRAKSIPARTAIDEMOKRAT 
I 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI SUMA ERA BARA T, 

Ketua, [ · Sekretaris, 

ASRUL. $.Ag 1SABARAS 



. I I 

FRAKSIPARTAIGER~RA 
(GERAKAN INDO~ESIARAYA) 

DE\VAN PERWAKILAN KYAT DAERAH 
PROVINSI SUMA RA:S.ARAT 

.II. Kho\lh Sul,.mon Nn. R" Tel . (0751 7057591 • 7057l92. 7 57593 Ext: 160 fax. (075 1159328 Padan 25133 

PENDAPAT ~KHIR 
FRAKSlPARTAIGERINDRA 

DPRD PROVINSI SU ' ATERA BARAT 

Tljt~HA AP 
RANCANGAN P~R,AT RAN DAERAH 

I ; , 

PROVINSI SUM~IERAi ~ARAT 

Tentang 1 

1. Ranperda Penyelenggaraan Pela~anan Publik 

2. Ranperda Pemanfaatan d.an Pe~gunaan Bagian Jalan 

3. Ranperda Tanggung Jawab $osi~l dan: Lingkungan Perusahaan 

Disampaikan dalam apat Baripurna 
DPRD Provmsi Su ater$.: Barat 

Rabu, 5 Agus s 20115 
Juru Bicara : upa~di 

. ' 
I 
I 

Assalarnualaikum Wr. Wb 1 , : 

. I 

Yang terhormat ! :1 

Sdr. Gllbernur Provinsi Svmat~ra Elarat j i 
Sdr Pimpi1~an dan Anggota DPRD PrJvin i Surrj~tera Barat 

I , I 

Sdr. FORKOP!MDA, Ketua Pengadilan 'nggi ldan Ketua Pengadilan Tinggi 
Agarna Provinsi S1.1matera Barat I 

•I 

Sdr. Sekrctaris Dactah/ Asisten/ Kepa Badan/Dinas/Kantor/Pemerintah 
Provinsi Sumatera Barat . I 

1 

Sdr. lbu Kcpala BPK-RI Perwakilan Provi~si S1,1matera Barat 
Sdr. Pimpinan BVMN/l;HJMD/Perguruan :r

1

. inggi se-Provinsi Sumatera Barat . 
Sdr. Pimpinnn Partai Politik, Ormas, OKP

1 
Rekan-rek:~n wartawan media cetak 

clan clcktronik serta hadirin da!1 undangan yang kami muliakan 
I , . 

Hadirin, Sidang Dewan yang 'I'erhormat! 

Mcngawali Pendapat Akhir F'rak~ii Partai Gerakan Indonesia Raya 
(Gcrindra), marilah kita. tak bosan~bo:S.a nya m.engucapkan puji dan syukur 

I ·I 
pada Allah SWT, TcJ.han Yang Maha: sa, y~ng memberikan kesempatan 

kcpada kita semua lahir dan bathin ~ntf.k bet~umpul pada rapat paripurna 
dalam rangka Penyampaian Pend.apat Akl:iir F'r$si terhadap 

I I 
I I 
i 



i 
I 
I· 2 

' 
Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan 

'; 

Pcnggunaan Bagian Jalan serta Ranp 

blik, i, Ranperda Pemanfafitan dan 

Tanggung Jawab S6sial dan 

Lingkungan Peru~ahaan. 
I 

Shalawat dan ~:.alam tak lupa ki ta c1;1~ahkan kepada Nabi Besar 
, I' 

!\il u ha:Tlmad S/1 W, keluarga Rasul, sahRbat serta kepada seluruh Ummatnya 

\'<lng senanll<•sa mengikuti risalahnya de~gan penuh ima.n, tabah, sabar dan 
istiqnmnh s<1mpai akhir zaman. j . 

Saudara Pimpinan, Gubernur dan Hadiriii yan~ berbahagia 
, II 

Sebelum kami menyampaikan P ndap~t Akhir tentang Ranperda 

dimaksucl, pertama sekali Fraksi Partai G~rakan Indonesia Raya (GERINDRA) 

mcngucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Panitia Khusus (Pansus) 

Pc'mbahasan 3 (tiga) Rancangan Peratufan Daerah (Ranperda) :yang, telah 
b~:kerja tanpR mengenal Ielah menuntaskan Ranperda dimaksud untuk 

, I , , 

~itc:_apkan menjadi Peraturan Daerah. (Petda) P.~.ovinsi Sumatera Barat tahup 
_OJ~. : . 

I : i , 
, I 

Hadirin, Siciang Paripurna yal'l.g Ka~i M'tliakan 

Sebagaimana yang sudah kita ~eta~ui b~rsama, bahwa pada tahun ini 
f'rovinsi Sumatera Barat akan menyeleng$arak~n Pesta Demokrasi Pemilihan 

Ch1bernur dan \Vakil Gubernur Sumat 
1
ra Barat Masa Bakti 2016-2021. 

Sebanyak 2 (clua) pasang bakal :calpn juga · telah mendaftar ke Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) ?rovinsi Sumbaf b bera~a waktu lalu. 

Jika tidak ada hala:1gan dan rinian an, ~lda tangga! 24 Agustus 2015 
I I 

nanti, KPU Provinsi Sumbar akan meneta kan .. pasang bakal caJon tersebut 

mcnjadi pasnngan calon Gubernur dan W kil Gubernur yang akan bertarung 
/-lend to Heod pada tanggal 9 Desember :;2015. Harapan kita semua, semoga 

' PemilihHn Cubernur dan \Vakil Gubernur Sumatera Barat kali i\'li berjalan 

sccnra Demokratis, Jujur dan Adil, ta. npr meni.mbulkan hal-hal yang sama 
st'kali udak kita inginkan. Aamin. 

' ! ' 

Saudara Pimpinan, <;Tubernur clan Haciirif yan~ berbahagia 

Sctelah . kami rnenden~ar~an :iLapo1an Hasil Pemba~asan .dan 

mencermar.1 3 (tlga) Ranpe.rda Provms\ $u~ater~. B. arat yang telah d1sampa1kan 
oleh masing-masing Pansus, selanjutnya perkenankan kami menyampe:ikan 

beberapa penclapat dan saran sebag~i beri ut : 'i 

: . I I 
I. Ranperda Penyelenggaraa~ Pelay4n,n Pu~pk 

Seiring dengan pe~kembar~al keftlajuan pembangunan da71 
peningkatan taraf sosial, ekono~i, . an p~ndidikan, maka berkembang 
pula keingi11an masyarake.t tdrha ap !)Uatu lembaga yang dapat 

. I 

mernbcrikan suat1..1 pelayanan yang berkualitas atau bermutu baik, serta 
mampu dijangkau oleh kemampuad sosial ekonominya adalah suatu 

' 

gejala ~·;!llg wajar. I 



3 

I 
1\d<1pun pelayanan Publik adal~h segala kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara I pelayanan publik sebagai upaya 
pcmcnuhan kebutuhan pemirima I pelay~nan maupun pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundatJ,. ndan~rn, sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 25! Ta un 29p9 tentang Pelayanan Publik, 

Hakekat pelayanan publikj a alah 1 pemberian pelayanan prima 
kepada masyarakat yang merupak 

1 
n pep;ujudan kewajiban aparatur 

pemerintah sebagai abdi masya,'akat I tersebut. Dengan semakin 
meningkat!.1ya tunt\.ltan masyara~at akan [kualitas atau mutt~ pe!ayanan 
tadi, maka fungsi pemerintah yat;'lg nremberikan suatu pelayanan kepada 
masyarakat secara bertahap per!~ di~ingkatkan agar menjadi lebih efektif 
dan cfisien sena memberikan kepuashn bag,i masyarakat. , : 

Nmnun dalam prakteknya di [ Provirisi Sumatera Barat hal itu 
scpcrtinya masih sulit untuk diwujludkalil. Tidak banyak badan-badan 
publik vang menunjukkan adan,ya ~esiapan dalam memberikan 
pelayanan publik yang ideal. Hal 

1 
itulah yang kemudian mendorong 

Pernenn1ah Daerah Provinsi Sumatha Barat dengan dukungan DPRD 
Provinsi Sumatera Barat rberurrJuskan, rancangan regulasi yang 
membanggakan yakni Ranpetda' t~ntang: Penyelenggaraan Pelayanan 

' ' 

Publik. ~ i 
Ranperda yang telah dibahas leh PJnsus dan Mitra terkait yang 

aknn mC'njadi payung hukwn antinykt bagi Pemerintah Daerah 
Kabuputcn dan Kota di Sumbar ~ini harapannya dapat mendorong 
pemt.:nuhan Ha!,-Hak Masyarakat Sumatera Barat terkait pelayanan 
publik berkualitas di mana dapat 1 mengubah pelayanan p'Ublik yang 
sclama 1ni lidak optimal menjadi pelar.anan publik yang maksimal. 

Berangkat dari kondisi ter,seb1ilt F'r~ksi Gerindra menyampaik~n 

pcndapal scbagai bedkut : · ! : 1 ' 

J.. 1-\eberadaan Ranperda Peny;elen'. gara~n Pelayanan Publik yang telah 
clibahas ini tidal< C\.lkup sekada niat ibaik, akan tetapi dalam proses 
perumusan substansi Ranperda:uuga fuarus mengatur berbagai aspek 

yang akan menjadi acuan 'dal·a1
1 

pelaksanaan perda ini kedepannya. 
Misalnya, dalam hal Static;l.ar perarlrg Prosedur (SOP) Pelayanan 
Publik, Mekanisme Complaint, pemb~rian Reward dan Punishment 

bagi Badan Publik ser~a kete'ntufn-ket~ntuan lainnya; 
.1.. Pcln)·anan publik yang prim~ d n berkualitas akan terwujud tidal< 

serta merta ditimbulkan oleh perangkat hukum berupa pcrda. 
i\;1mun pcrlu didukung oleh unsur yang mahapenting yakni etos 
kcrJa yang baik. Untuk itu, Pemprov Sumbar harus cepat tanggap 

I 

dan sigap menyikapi tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik di 
lingkup Jajaran instansi pemerlintah daerah dan m~ngoptimalkan 
pelayanan Badan Publik :;ang a~a. , 
Pcla)'anan publik dapat dikJtakati berkualitas jika ~ memiliki 

karakteristik yang menggam6arka~ produk layanan itu. Di 
antaranya kinerja (performance), kean~alan (reliability), mudah dalam 

' ' penggunaan (ea.sy of u.se),. stetiki<1-, serta mampu memenuhi 

keingman a tau kebutuhan;layan n. 'I:. ,

1

. 

I : I 
I ' 
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' , I I i 

: i 
Berangkat dari pemil<iran di :at s dah mengingat masih banyaknya 

' I I! 

hal-hal yang belum terakomodirl dal m Rtpperda dimaksud, maka kami 
Fraksi Gerindra berpendapat : · • 1 

l. Untuk MenJ.:<nda pengesahan R~nperda Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik sebagai Perda;~O."""-<;JO\ 0\\((\((J\,l.c.V\ VeM-{,£,t.M~uv~aal,.l ~ufoS~tiJ 

'f-. Mt:.n;.·ara nkan ki:.p.ada PansJls. $'an pend. a Pen)rel n . raan Pelayanan \l-<:ll.i 17 

Publik dan Pemerintah Daer Provinsi Su ra Barat untuk 
mc-r.:·cmpurnakan substansi R fuperda dimak' d; 

' 

Hadirin, Sidang Oewan yang Terhormat 

II. Ranperda Tanggung Jawa'b Sos~al dtn Li~gkungan Perusahaan 
Tanggung Jawab Sosial qan ', ingk~ngan (TJSL) pac;ia dasarnya 

merupakan etika dan moral bisnis tang dilterapkan perusahaan sebagai 
' 

bentuk tanggungjawab sosial· peru ahaan pacta masyarakat maupun 
lingkungan internal dan ekst~ al di\nana perusahaan tersebut 
berdomisili I 

Pemerintah melalui UU No. 0 TaHun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (PT) mengatur ketentua~ p nyele~ggaraan TJSL. Dalam pasal 1 

I' 

disebutkan bahwa istilah Tanggung . awab Sosial dan Lingkungan (TJSL) 
merupakan komitmen perseroc;m untu berp~ran serta dalam pembangunan 
ekonom i berkelanjutan guna rltenirgkc.:tkan kualitas kehiqupan dan 
lingkungo. 11 yang berrn.anfaat, ~aikl bagi! perseroan sendiri,' komunitas 

I I: seternpat. maupun masyarakat pad a mumnya. 
Dalam pasal 74 UU ini juga rhengaltur bahwa pelaksa~aan TJSL 

bersifat wajib yang biaya penyelengg~raanrlya dianggarkan oleh 'perseroan 
berdasarkan kepatutan dan kew,aran: Namun dalam prakteknya 
sayangnya tidak banyak perusahaan:

1

atau perseroan yang memiliki itikad 
baik un t, 1k mcnjalankan kewajibannfa terse but. Untuk itu, regulasi yang 
lcbih cft·ktif dan eflsien san!',at dipez;lukan terutama untuk memberikan 
kcriucl uk<tn hukum, ~ang tegas dan I jelas bagi pcrusahaan, pemerintah 
dan 11ll1S\ amkat terkatt. ! • 

Sctelah mencermati dengan serips Laporan yang telah disampaikan 
oleh Pansus Pembahasan Ranper~a Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan Perusahaan, kami dari F1aksi Oerindra berpandangan : 

i Ranpercla yang telah dibahas pleh Pansus dan Mitra terkait 1111 

cliharapkan akan m~njadi pa.
1 

yu1g huk.· urn nantinya bagi Pemerintah 
Daerah untuk dapat m~nd9rong i: pemenuhan rasa keadila:n 
masyarakat. Sumatera Sarat:ter~ait di~tribusi program-program CS!R 
yang dilakukan oleh perusahaanj selama ini. 

..,j. r~anperda yang dibuat ini patia dasarnya dimaksudkan untuk 
mcngharmonisasikan hubunga~ kem~traan an tara pemda provinsi 
Sumbar dengan p~rusahaan d~>.n masyarakat. Ranperda ini juga 
dirujukan untuk mendorong i perusahaan melaksanakan TJSL 

scbagai sa\ah satu bentukl kontribusi perusahaan dalam 
mcningkatkan kesejahteraan r;na~yarakat setempat. 
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i Nar.-~un sayangnya, dalam R1;nperda dimaksud terdapat adanya 

tump:cmg tindih dan ketidakjelasan tugas antara Forum TJSLP 

clc:ngan Tim Koordinasi yan$ belpotert,si menimbulkan ketidakjelasan 
dalam pelaksanaan Perda TJJSL 'ni naritinya. 

-,j.. Ranperda ini juga belum lme ggam;~arkan sejauhmana 1 kekuatan 

Forum TJSLP serta komitl!len~tperukahaan dalam menindaklanjuti 
Rekomendasi Program CSR s hinggli program yang dilaksanakan 

I ': 

terse but akan tepat sas, ran : • kepada masyarakat yang 
I • , 

mcmbutuhkan. i I. 
·i Hal lain yang juga belum te ambar dalam Ranperda dimaksud 

mc:ngcnai pengaturan rewcira an punishment serta belum adanya 
scmangat transparansi ctalairi p~nyusJnan program CSR. 

Bcrangkat dari pemikiran di. at~s dan mengingat masih banyaknya 

hal-hal yang belurn terakomodir da~· m Ranper~a dimaks1,1d, 1'\'laka kami ~,. Q 
... · , . ,Ap,c1<t~ '(.\t\CI"''{"l ';i\.?5 le~ltiiMCI.\• C('l'C\\ tiWI 1.0C 

F1 d ks1 Gcnndra berpendarat . y~. "'" Ti VI'(~. ~"~ \>\lleVln~Mbn'-1 \?,e~'~"' p.Q~ 9
1 

llA 11 
1. Bclum bcrsepakat menerima R nperda Tang~ung Jawab' Sosial dan 

I 

Lingkungan Perusahaan untiuk 1isahkan sebagai Perda; , 
2 Mcminta kepada. Rapat Padpurna merekomendasikan kepada 

. i ' ' 
Pansus Ranperda Tanggung 1 Jaw~b Sosial dan Lingkungan 
Perusahaan dan P~merintah Dterah. Provinsi Sumatera Barat agar 
mcn\·cmpurnakan substansi Rajperda dimaksud; 

III. Ranperda Pemanfaatan dan Peng+naan: Bagian Jalan 

Setelah mencermati . dengan, 1erius,1 i kami dari Fraksi Gerindra 
berpandangan : • • 1 

' 'I 
Kebcradaan jalan mer·c1pakan 1in estad~ daerah/ modal daerah dalam 

I I' ' penyelenggaraan pelayanan kepa:da asyarakat yang sangat dibutuhkan 
dan berimplikasi pada peningkatan kondmi 1okal di Provinsi Sumatera 
8a;·at. Pemanfaatan dan penggupaa bag~an-bagian jalan perlu disusun 
dalam bentuk peraturan daera~ a ar k~sinambungan dan' kelayakan 

I ' 
fungsi jalan di Provinsi Sumatera arat: senantiasa dapat 'dijaga dan 
dipelihara sesuai dengan amanat un~ang-~ndang nomor 22 tahun 2009 
tcntang lalu-lintas dan angkutanjala~. 

\lunculn:a Ranpt:rda dimak~udkC~n agar pemanfaatan dan 
:x·ngguiJ<~an bagian-bagian jalan, d~pr,t inenjamin pengamanan fungsi 

' . 

jalan. mcnjamin kelancaran danl kes~larnatan pcngg· .. .maan jalan, 
kcamanan konstruksi jalan serta estel:ika atau keindahan jalan. 

I 

Dan yang tak kalah pentingnya ddalah pemanfaatan dan penggunaan 
baginn jalan dari bangunan dan j~ri~gan utilitas, iklan, media informasi 

yong melakuk~n aktifitas sehingga r· enga~ibatkan rusaknya jalan dan 
bag1an- 1Jag1an Jalan. , 
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i I 

Dengan berbagai pertimbatp.gan Fra~si Partai Gerindra f11enyatak~n 
dapat menerima Ranperda Pemanf atan :dan Penggunaan Bagian Jalan 

. I 
untuk ditetapkar. menjadi Peraturajn Dafrah. Dengan harapan kepada 
Saudma Gubernur untuk dapat $egera, · mensosialisasikan Perda ini 

I 

nan tin~·a kepada masyarakat luas ~an menyusun regulasi teknis dalam 
bentuk Pergub. 1 · 

I 
! I 

Saudara Pimpinan, Gubernur dan Hatlir~n ya.ng berbahagia 
I I 

DemikJanlah penyampaian Pen1apat Akhir Fraksi Partai Gerindra 
terhudap :> (t1ge1) Ranperda tersebut. , · . 

! I 

Dcngan kcrcndahan hati, kam~ ju~a me~yampaikan permohunan maaf 
pmla hadirin dalam sida:1g paripurna ya~g terhormat ini, jika ada salah kata 
dnn pcnyampaian kami. I ' 

Tak ada gacling yang tak retak dan kesempurnaan itu adalah mllik Allah 
snnHt<-~. Sc:noga kita semua selalu diberiWan Taufiq dan Hidayah-Nya. 

I 

Wabillahitaufik wal hidayah. 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

Salam lndonesiu Raya !!! 

I 

'I 
I 

i II 
FRAK$1 PART AI, GERINDRA 

I 

DEWAN P]j:RWAKILAN fRAKYAT DAERAH 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

Ketua 

Anggota: 
1. Darmawi, :SSe 
2. Supardi 
3. Sabrana, S]j: 
4. Drs. H Syahiran MM 

5. Jasma Juni Dt. GaQ.ang, SE 

6. Sudarmi Saogo 

' 
' 
' 

FfO\K~1J 
I'At·<IA.I 

I 

I, 
I 
' 
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P£NDAPAhr' ~KHIR 
FRAKSI PART AI ~AT NASIONAL 

RANCAN6AN PE.~TURAN DARRAH 
TENT 6;: 

I • ' 

1. PENYELENGGARAAN PELA ANAN PUBLIK 
I ' 

2. TANGGUNG JAWAB SOSIAL AN LINGKUNGAN 
I ' 

i I ' 

PERUSAHAAN i I' 

3. PEMANFAATAN DAN PENbGDNAA~ BAGIAN JALAN 
Dlsam,?alksn 0/eh: P/'of. Drl Erma~ Mawardl, Dip!. AIT 

Padang , !1 Agustus 2015 ~ · 

• '"':.\ \ ·~\ ': i 
... ~~~.,.l$-~.A;ji~..,.~~-' -----t; * .,.. !~I r: 

Assalamualaikum Wr.Wb : i 1 

> Yth. Saudara Gubernur , Provinsf ; Symater~l Barat yang diwaki/i Sdr. 

Sekda ' I · 
I 

,. Yth. Saudara Ketua,Wakil Ketua da~ seluruh Anggota DPRD Provinsi 

Sumatera Barat I 
' 

;;.. Yth Saudara Anggcta Forum Koordibasi Pimpinan Daerah Sumatera 

Barat, Ketua Pengadi1an Tinggi Sum~tera Sarat dan Ketua Pengadilan 

Tinggi Agama Provinsi Sumatera Sara( 

:;.. Yth, Ketua SPK Rl Perwakilan Prpvins'l SumEjtera Sa rat 

> Yth. Saudara Sekretaris Oaerah,' Staf1

1

·Ahli, ~ara Asisten, Kepa/a Dinas, 

Badan, Kantor, Sekretaris Dewan, :Biro ~~ Lingkungan Pemerintah 
! . 

Daerah Sumatera Sarat, 
1 

I 

:>- Yth. Saudara Pimpinan Part~i . f?oli~ik, P/mpin~n Organisasi Sosial 

Ke•nasyarakatan, Pimpinan 8\.J~~ ~an Pimp/nan SUMO Sumatera 

Sarat, dan Wartawan Me~ia Cetak
1 

D n Elek\ronik beserta hadirin yang 
! , I 

berbahagia. ' 
1 

1 



Pendapat Akhir Fraksl PAN I 
I , 

Mengawali Pendapat Akhir Fraksi [ini s1 pantasnyala;h kita Panjatkan Puji 

Dan Syukur kehadirat Allah Swt, karenaiber at rahmat, hid ayah dan kurnia-Nya 

kita masih ciberikan kesehatan dan kekuat·, n lahir dan bathin sehingga pada 

hari ini dapat melaksanakan sidang ·:pari urna palam rangka pengambilan 

keputussn terhadap tiga Rapenda yang dltetapkan.
1 

I I I 

Shalawat dan salam kita sampaik!jn kepada junjl'ngan kita Nabi 

Muhammad Saw yang telah memberikan a~h dan tuntunannya kepada umat 
. , I , 

manusia. ' ' . , 
I 

Selanjutnya, kami mengvc;:apkan teriya kas.ih kepada Pimpinan serta 

Anggota DPRD Sum bar dan Sdr. 1 Gujernur ., .. yang Ieiah memberikan 

kesempatan kepada kami untuk menyampalkan Pendapat Akhir Fraksi Partai 

Amana! Nasional. 1 

i 
Saudara Gubernur, Pimpinan <;tan ar.ggo$ Dewan serta Undangan yang 
kami hormati dan hadirin yang berbahagial 

: ' 

Selanjutnya, saya sampaikan pend 'pat akhir Fraksi Partai Am a nat 

Nasional tentang tiga Rapend~ y11itu ~en 
1 

lengfaraan Pelayanan Publik, 

Tangguny Jawab Sosial dan Lingkuri,gan i erus~haan serta Pemanfaatan . I 
dan Penggunaan Bagian Jalan. 

RANPERDA 
'1 I 

PENYELENGGAP.~AN PELA~ANAN PUBLIK, yang 
; i ' 

dimaksudkan untuk memberikan' Kepastian 
' 

ukum I dan kejelasan hubungan 
' 

antara masyarakat dengan penyelenggara publik 1 akan bisa mewujudkan 

kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewaj\ban dan kewenangan piha~ yang 

terkait dengan pe:nyelenggaraan pelayanan publik. 

Dan bisa mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang 

baik sesuai dengan asas.asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang 

baik. 
I 

Dan akan bisa pula memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh 

pelayanan publik yang baik dan sebagainya. . , 

Ranperda kedua, Tanggung Jaw~~ S~sial dan Lingkungan 

Perusahaan akan bisa memberikan kepasti,n dan' perlindungan hukum dan 

i 

I 

. I 

2 



Pendapar Akhir Fraksi PAN 

bisa memberikan arahan terhadap. pelaks~naan ~rogram Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan Perusahaan. 1 

I 

Ranperda ketiga tentang Pem'anf~atan .ban Penggunaan Bagian 

Jalan. 1 

bisa dijadikan set-agai pengamanan .fungsi jalan, menjamin keselamatan, 
' 

keamanan, kenyamanan, dan kelancaran petgguna jalan 'atau pengendara. : 

Dan bisa pula untuk memberikan kepasti n hukum terhadap pemberi izin, 
' 

rekomendasi dan dispensasi dalam pemanf~atan dan penggunaan bagian1jalan 

sesuai kebutuhan dan kondisi khas daerJh. Dan bisa pula untuk m~njadi 
ketertiban dalam pemanfaatan dan p~ngg~naan ~aglan jalan sebagai fungsi 

jalan untuk l<epentingan umum. i ; · 
' . 

Meskipun ketiga Rapenda ini telah ~ibabak beluri dalam tanda kutip, 

dalam rapat gabungan komisi yang dilak\jan~kan h~ri Senin tanggal 3 Agustus 
. ' ' 

yang lalu dari pagi hingga sore, namu~ [klj telah !dapat kita bawa ke sidang 

paripurna yang terhormat ini untuk diusulkan menjadi Perda Prov. Sumbar .. 
i ; : ' 

1. Serdasarkan hasil konsultasil PI ·. pinan Pansus Pemanfaatan dan 

Penggunaan bagian Jalan ke jJakarta di informasikan bahwa 

Ranperda ini adalah is the best j diberikan pujian " Sangat Balk", 

diharapkan nantinya Propinsi lain b1elajar ke Sum bar tentang ini. 

Salut dan pujian buat pimpi11an & anggota Pansus --~ boleh kita 

benkan tepuk Iangan terima kasih.i 

2. Dua Ranperda lainnya dalam Rap
1 
t Gabungan Kom1si dikomentari " 

• I 

Belum ada par;;al tentang Sanksi" r'l mun kini telah sempurna. 
' 

3. Menurut pandangan 
I 

saya : perbaikan-perbaikan untuk 

penyempurnaan Ranperda ini t lah dilakukan dan layak untuk 

diusulkan jadi PERDA. 
I 

• I ! 'I , I 
Saudara Gubernur, Pimplnan dan anggo a Dewan serta Undangan yang 
kami hormati dan hadirin yang berbahligia

1 
i! 

Kami, sangat menyadari betapa perjalanan panjang pembahasan 

Rapenda ini. mulai dari pembahasan di pansus, pembahasan bersama SKPD 

terkait, studi handing, pembahasan di gabungan komisi dan di fraksi cukup 

3 



Pendqput Akhir Fruksl PAN I 
. ' 

i i 

melelahkan. Yang dimaksudkan ~anyf. . dengan satu tujuan 
1 

untuk 

kesempvrnaan dan memantapkan Rap~nda 11n1. 

Karena itu pada kesempatan in1 'kanii Fraksi PAN berpendapat lilntuk 

menerima dan menyetujui ketiga [<.anp~~rda ini untuk disahkan menjadi 

Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat. , 

Karena ketiga Ranperda ini telah ditu~ggu dieh masyarakat maka untuk 
' 

penerapannya perlu Per;,aturan Gubernur. iT"entu Bapak I lbu I Sdr. dan kita 
; '- I . 

semua, ingin Peraturan Gubernur nya da..,at diterbitkan dalam waktu yang tidak 
. I I 

terlalu lama. Dan tidak bertahun~tahun. I ; 
Baiklah, sebelum mengakhiri Pendapar Akhir :Fraksi ini, izinkan kami Sdr 

Ketua menyampaikan keluhan kami kepada ~dr. Gubernur yang diwakili Sekda. 

Saya awali dengan nasehat se:>rang profesor kepada mantan mahasiswanya. 
! 

Suatu ketika, sebuah grup alumni ma~asiswa yang beberapa tahun telah 

meninggalkan bangku perkuliahan dan y+g rata-rata sudah mendapatkan 

kesuksesan. jabatan, kemapanan finansi~l, dan status sosial yang tinggi 

mengunjungi profesor, dosen mereka di universitas untuk ber reuni dan 
I 

berkonsultasi 1 t 
Pad a sa at itu mereka sa ling berce1 ta kefdaan mereka satu dengan 

yang lainnya. Segera saja cerita berkisar oal siress dalam pekerjaan, dan 
: I I 

kehidupan rumah tangga mereka. i 1 

Sejenak, profesor pergi , men~hil~nd. Dan ~embali dengan membawa 

secerek besar air kopi. Sesert~ sejuml~h ~angkir :yang terbuat dari porselen, 

plastik, gelas dan kristal. Beberapa cangrir-cangkir itu tampak mahal dan 

beberapa sangat indah. Dan sebagian lagi tampak murah dan dapat ditemukan 

di rumah-rumah yang sangat rniskin. 

Lalu profesor berkata kepada manta~ mRhasiswanya,"Silahkan masing-
1 

masing diantRra kalian menuangkan kopinyalsendiri-sendiri." 
' I 

Ket1ka tiap orang sudah rr.endapa*an kopinya masing-masing, lalu 

profesor berkata:. . . , I . . . 
Coba kal1an perhat1kan, semu,a cal, gk1r-~angk1r yang tampak mahal 

dan indah telah kallan pilih. 
1 

f ! 

. I . 

I 
I 
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Kini tinggallah cangkir-cangki poles dan tampak murah. Memang, 
I I : 

lumrah, bahwa kalian memiiih hanya ya~g rerbaik i untuk diri sendiri. Nah. Di 

situlah sumber masalah dan stress kaliari. srdarla~. Bahwa cangkir-cangkir itu 

tidak dapat meningkatkan kualitas kopinya. pan kalian tertipu dengan cangkir 

yang mewah dan mahal. 1 

Apa yang sesungguhnya, yang kali~n inginkan adalah kepi, bukan 

cangkirnya. ] • 

Tapi kalian berebut mendapatkan canbkir terbaik. Dan kalian sa ling lirik 

cangkir yang didapat satu sama Jain. 

.I Kini coba renungkan; 

Kehidupan ini adalah ibarat kepi. i i 
Jabatan. harta dan status sosial p~cja 

1 
asarny~ seperti cangkir. 

Yang hanya merupakan sarana oan al t untuk. mencapai tujuan hidup. 
I . 

Kepi tetap menjadi kepi cjan tida~ l:lkan beruba
1
h. 

Kadang-kadang dengan hanya :terpusat [pa a ca~gkir, kita lupa menikmati 

kopinya. Nikmatilah, aroma sedap kopi ya. 
I 

I 

Bukan c~ngkirnya. 

Orang paling bahagia bukanlah yang rhemilikl segala sesuatu yang 

TERBAIK. Melainkan mereka yang hanya tnelakukan yang TERBAIK atas 

segala sesuatu yang dapat mereka usahakan. 

Pedulilah dengan sesama. 

Bicaralah dengan ramah. 

Bersyukurlah terhadap nikmat Allah. 
I , 

ltulah nasi hat profesor kepada mantan:maha~iswanya. 

Sekda yang mewakili Gubernur., i~ink~ kam! ,menyampaikan suara hati 
I 

anggota dewan dan bermohon. . 

Pedulilah terhadao rakyat k'3cil ~af\g berada jdi pedesaan, di lembah­

lembah dan di pegunungan dimana~maha j diSum!bar. Santunilah mereJ.-:a. 
. ' 

Lakukanlah yc;mg terbaik. 

Bangunlah jaringan irigasi. Perbaikilah ~alan lingkung dan jalan produksi 

pertanian dan sebagainya. 
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Pendapat Akhir ~roksi PAN I 

. I 

Dananya ada Rp. 129 Milyar pad1 po~ok-pokok pi~iran anggota dJwan. 

Maaf Bapak Sel<da. Jika dana ini tidak dicairkan akan menjadi SILPA 
I 

yang cukup besar tahun berikutnya. j 

Dan akan menjadi temuan dan a~an ~erdampak kurang elok. 

Bapak Sekda Yth. 1 !. 

Menu rut Peraturan Ment~ri KUA ~PAS i bulan Juni notanya tidak 

disampaikan ke DPRD Paling la.mbat akhi~~ Juli Rancangan KUA-PPAS telah 

disepakati antara Gubernur dan DPR!p. IKini, telah Bulan Agustus Pak, 

jangankan ditanda tangani Not3 saja beiuni disambaikan. lni tugas konstitusi 

yang harus dilaksanakan, ini menyangku,t 
1

hatat hidJp hajat orang banyak. 

Pedulilah Pak Sekda ! 1 

Bpk/ lbu. mari kita beri tepuk tangan, agar Pak Sekda kita bersemangat. 

Bpk/ibu/Sdr sekalian. Mari kita berdo'a;. 

Wahai Allah, Engkaulah yC~ng me~puryyai segala puji sepenuh langit dan 

bumi, dan sepenuh apa diantara keduanyai dan sepenuh apa yang Engkau 

kehendaki. I 

Wahai Allah Engkau Ia. h penolpng 1ami. pan dengan Engkau :<ami 

berdaya upaya. i

1

1 ! 

Ya Allah, sesungguhnya Engka~ 1 Tuh~n yan~ selalu memberi kebaikan. 
' I 

Sangat Pemurah dan Maha Mulia. 1 · 

Gerakkenlah hati 9pk Se,kda ~.ami. gar pbduli terhadap masyarakat 
I 
I 

. I 
i I kecil 

I 

Demikianlah. Mohon maaf, jika ada yang salah dan janggal. 

Wabillahit taufiq wal hid ayah 

Wasalam. 
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Pendapat Akhir Fnaksl PAN 

I 
FRAK$l PART AI AMANAT NASIONAL 

I I , 
I 

' I 
I I , 

DPRD PROVI~SI SUMATERA BARAT, 

Ketua 

Drs. H. GUSPARDI GAU$.M.BA.MlSi 
Prof. Drs. ERMAN MAWARDI,Dipj.AIT 
H.OARMON,$.Ag.MM 
H.MUZLI M.NUR,S.Pd 
AHMAD RIUS,SH 
H.INDRA Dt.RAJO LELO,SH.MM 
BUKHARI Dt.TUO,SE 
Drs.JSWANDI LATIEF.MM 

I : 
Sekretaris 

PENASEHAT FRAKSI 
kETUA FRAKSI 
WAKIL KETUA FRAKSI 
SEKRET ARIS FRAKSI 
BENDAHARA FRAKSI 
~NGGOTA FRAKSI 
ANGGOTA FRAKSI 
ANGGOT A FRAKSI 
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i 

FRAKSIPART 
I I 

INasDem 
DEWAN PERWAKILAN T D-U;RAH (DPRD) 

PROVlNSI SUMATE BARAT 

Alarnat : Jl. Khatib sufai No. J ~Padang 
I' : 

' ' 

,~"~,L. ~, 
~i"~;. 

I I . I 
Pendapat A ir I 

' ' 

:~;~~:~ 
..,-;;~~-. 

. ' 

Fraksi Partai NasDem DPRD :R ovin~i Sumatera Barat 
Terhadap 3 (Tiga) , anp~rda : 

!. Ranpcrda Penyelenggaraan PelayanJn Publik 
2. Ranperda Tanggung Jawab Sosial dJn Lingkungan Perusahaan 
3. Ranperda Pemanfaatan dan Penggu aan Bagian Jalan 

, I ' 

II 
I 

Disampaikaxi pada Rapat aripurna DPRD 
Provinsi Sumatera Barat ~n a! 05' Agustus 2015 

Yang Kami Hormati: 
,, 
I. 

Yth. Sdr. Gubernur Sumatera Barat 

Yth. Sdr. Forkopimda, Ketua Pengadilan T ggi dan Pengadilan Tinggi Agarna 
! 

Sumatera Barat 

Yth. Sdr. Pimpinan dan Seluruh AnggotaDP 0 Prqyinsi Sumatera Barat. 
, I 

Yth. Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Pro-yin i surri~tera Barat 
' ' i j ~ 

Yth. Sdr. Kepala Ombusdman Perwa)dlan Prtvinsi ~wnatera Barat. . 

Yth. Sdr. Pimpinan PT Bank Nagari dan Pim inan $UMD 

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf A li Kepala Badan, Dinas, Kantor dan 

Lembaga Provinsi Sumatera Barat. 



I, 

' i i 

, I 
I, 

Yth. Sdr. Pimpinan Parpol , OrgflilisasJ ke asyarratan, Organisasi Profesi, Para 

Wartawan dan Hadirin yang Berbahagi 
1 I! 

11 

Alhamdulillah Hirabbil'alamin was alatu: wassala mu'ala asrafilambia 

iwal mursalin wa'ala alihi ~aashabi~i rasulillahi ajmain, sshadualla 

illahaillallah waashaduanna Muhammadan Abduhu Warasulluh 

laanabiaba 'da Allahuma Sali'ala say~din 

Muhammad. 

Muli~mmad Wa 'ala ali sayidina 
:I 

I 
I 

Puji Syukur marilah sama-sama ,ita turkah kep~da Allah SWJ, karena 

berkat ridha dan karunia-Nya kita masjh d beri rlilanat 
1
kesehatan dan kekuatan. 

untuk clap at menghadiri Rapat Paripuma hari · i. ! I . 
1 

1! i! I I 
Selanjutnya salawat beriring salarn ]!fpa pula kita kirimkan bagi 

I, 

junjungan kita Nabi besar MuhammJd s: W, Fg telah mengangkat derjat 

man usia menjadi insan kamil dimuka b ·: ini, i Clan kehadiran beliau sebagai 

pembawa rahmat untuk sekalian alam. 1
1 , · 

Melalui kesempatan yang. berbahagia
1 
ini i:linkanlah kami menyampaikan 

I 

ucapan terimakasih kepaqa Saudara P~pi{' an Sifang yang telah memberikan 

kesempatan kepada kami untuk menyamp ikan lfendapat Akhir Fraksi Partai 
: 

NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat erhadap Tiga Rancangan Peraturan 
' I 

Daerah : Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Ranperda tentang 
I ' 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dan Ranperda tentang 

Pemanf'aatan dan Penggunaan ~agian Jalan. 

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur qan adirin yang kami hormati · 

Fraksi Partai NasDem memberikan ap·l esiasi! yang sebesar-besamya kepada 

seluruh Tim Pansus yang telah melakukl:lil p mba~asan terhadap Tiga Rancangan 

Peraturan Daerah : Ranperda tentang Penyele ggar~fl Pelayanan Publik, Ranperda 



tentang Tanggung Jawab Sosial dan !Ling ungJJ Perusahaan, dan Ranperda 

tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagi Jalan! Sejak tanggal 18 Mei sampai 

03 Agustus 2015 semoga kerja keras tcirse~ut akan mel:1jadi amal sh~leh serta 

memberikan kemaslahatan bagi kemajuan;m~urak~f Sumatera Barat. . 

1. RRnperda Penyelenggaraan Pelayan~n Pjblik :, 
1 

Pelayanan publik oleh birokrasi me pakaH salah satu perwujudan dari 

fungsi aparatur negara sebagai abdi m~~yar kat, disamping sebagai abdi negara. 
'. Peleyanan tersebut diberikan untuk me1 enwtl hak m11.syarakat, baik itu 
I 

merupaka.n layanan civil maup'un layanan 1 publik. Artinya kegiatan pelayanan 

pada dasarnya menyangkut pemenuhan sua hak.' 

Salah satu faktor penenw tingkat keb rhasilah dalam penyelenggaraan tata 

kelola pemerintahan adalah tercipt~ya kepu#an bagi masyarakat dalam 

menerima pelayanan yang diberikan leh pemerintah. Penyelenggaraan 
I 

pelayanan publik dapat menjadi lokomo if dalam upaya perubahan menuju 
• I 

pemerintahan yang baik untuk terciptar\ya elayarian prima. 
! 

Tujuan dilakukannya pembaha.san R cangan Peraturan Daerah Provinsi 
, I 1 1 

Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan P layanan Pub!ik adalah : . . ' 
'' 

a. Mewujudkan kepastian tent~g ak, tanggungjawab, kewajiban dan 
' I 

kewenangan pihak yang ter,kait , engah penyelenggaraan pelayanan 
• I I i; 

publik. · 1 

i 
b. Mewujudkan sistem penyelehg~ar an pel~yanan publik yang baik sesuai 

, I I, 

dengan asas-asas urn urn penyejdn araan remerintahan yang baik. 

c. Terpenuhinya hak-hak masyar~at dalamj femperoleh pelayanan publik . 

yang baik cjan · 
I 

d. Mewujudkan partisipasi <;!an ketaatan masyarakat dalam menigkatkan 
I 

kualitas pelayanan publik. I 
' 

I 
' 



Pimpinan Dewan, Saudara GuberniJr r;l~n hadirin yang kami hormati 

Selama ini masyarakat masih merasa kuranJ tlengan pelayanan publik yang 

ada di pemerintahan khususnya di Sumatera Bar~t. Oleh karena itu pemerintah 

harus tegas dalam memberikan sang~si temadap petugas yang ticjak 
' 

melaksanakan pelayanan publik dengan baik, seperti gubernur langsung 
I ', 

mencopot jabatan dan meminc)ahkan petu1as ter~bbut pada tempat lain (sangsi 

yang nyata), agar menimbulkan kepastian Pflay~~ yang baik. 

Setelah kami lihat hasil dari laporan fpelak~anaan pembahasan rancangan 

peraturan daerah terkait dengan penyelengraraJ pelayanan publik m~a dapat 

kami simpulkan bahwa tim telah melakukan peJ.bahasan mulai dari konsultasi , 
j i I I 

awal, rapat-rapat kerja pembahasan, studi pandirtg, konsultasi akhir serta rapat 1 

finalisasi dalam rangka memperoleh masuk~, pendapat dan surnbang saran. 

Fraksi Partai NasDem setuju dengan p~mb~asan yang telah dilakukan oleh 
' .: I, 

tim Pans us Penyelenggaraan Pelayanan Pu8lik yajtu : 

a. Setiap SKPD penyelenggaraan Pel!iyanan! Publik harus mempunyai SOP 
'I 

kegiatan. 1 ' , 

' : I 

b. Evaluasi pelaksanaan Pelayanan dilakukarl maksimal sekali tiga bulan. 

c. Menyediakan kotak Ind.ek l Kepu~an ' Masyarakat disetiap 

penyelenggaraan Pelayanan Publik .. 

d. Perlu menyiapka.n peraturan , Guoernur untuk pelaksanaan · PERDA 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

e. PeriLI dilakukan sosialisasi ke Kabupaten dan Kota untuk menyamakan . 

persepsi, pemahaman dan Impletnentasi PERDA tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan PubJiJc.; sehi~gga pelayanan yang dilakukan 
' ' 

sesuai dengan Peraturan d&erh yang ! \:!ibuat oleh Provinsi, dapat 

menjamin kepastian huk~ 1~ terPenwtya hak-hak dari masyarakat. 

I ; I ! ! I 
I i I 'I 
' I I I' 

i I 



I 
f. diminta Pemerintah Provinsi 'Su 

'I 
I' 

I 

I! 
! 

,I 

atera l~arat dan pihak terkait, 

mengimplementasikan Perda ini se ara b4ik dan benar. 

agar 

Pimpinan Dewan, Saudara Gubern~r d n hadi.r:in y~ng kami hor~ati 
Maka Fraksi Partai NazDem sljnga men~ukun¥ Rancangan Peraturan. 

Daerah tentang Penyelenggaraan Pel~y an P~blik dapat disahkan menjadi , 
'i i! I 

Peraturan Daerah Provinsi Sumateran Bar~ tentarig Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik. 

' . 

2. Ranperda Tanggungjawab Sosial dan Lifgkun:gan Perusahaan 

Setiap perusahaan selaku subjek huk$ mempunyai tanggung jawab sosial 

dan Iingkungan sesuai dengan Ket~nhian Pasal, 88 Undang-Undang No. 19 
I 

Tahun 20 I 3 ten tang Sadan Usaha Milik egark mengamanatkan penyisihan 
. ' 

' 
dan penggunaan laba BUMN untuk keper uan petnbinaan usaha kecillkoperasi 

dan pembinaan masyarakat sek.itar BUlVIN,IPasal i74 Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dim Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosi,l dan Lingkungan Perseroan terbatas 

mengamanatkan kepada perusahaan wajib !"1lelaksanakan Tanggungjawab Sosial 

dan Lingkungan (TJSL) dengan mengalj' kasikllJ1 dana yang diperhitungkan 

sebagai biaya perusahaan. . , ! · 
! :: 

Ketentuan peraturan perundang-und!lJlgan i tersebut menegaskan bahwa 

pada dasamya setiap Perusaha.an harus m laks~ll.kan Tanggung Jawab Sosial 
:I 

dan Lingkungan sebagai wujud kegia~a:n ema.rlpsiaan. Pengaturan Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ertuj~tk me~judkan pembangunan 

ekonomi berkelanjutan guna menigka&an kuali~ds kehiduran dan lingkungan 

yang bermanfaat bagi komunitas setemp~t dan masyarakat pada umumnya 

maupun Perusahaan itu sendid dalam ran~a terjalinnya hubungan Perusahaan 
I 
' I 
' 



I 
I' '. 
'' i i: 

yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan I ngkungan, nilai, norma, dan budaya 
i masyarakat setempat. , 
i 

Pimpinan Dewan, Saud:ara Gubernur daq hadi~in yang kami hormati 

Dalam laporan ya.ng telah disampaik oleh Jim Pansus terdapat maksud 
i I 

dan tujuan dalam penyususan Ranperdaini aitu :! 1 

I. Maksud ; i [ 
a. Memberi kepastian dan perfind ngan hukum terhadap pelaksanaan 

program TJSLP di Daerah dan 
I I 

b. Memberi arahan pelaksanaan p og~ TJSLP agar lebi~ efektif, 

efisien, terintegrasi, berkelenjut dari' bersinergi dengan program 
! I 

pembangunan daerah 

2. Tujuan 

a. Terwujudnya kepastian darl per indunkan hukum bagi Perusahaan 

dalam pelaksanaan TJSLP sdca.ra erpadU dan berdaya guna. 

b. Terwujudnya sinergitas, si.ngkro isasi I 1dan penigkatan kerja sama 

antara Pemerintah ·Daer~: : b rsam~ I dengan perusahaan, dan 

terpenuhinya penyelenggaraah T SLP d!ilam suatu koordinasi sesuai 
: i 

dengan peraturan perundang-lilnd gan. i , 

Setelah kami bahas laporan pelaksan~n pembahasan rancangan peraturan 

daerah terkait clengan TJSLP maka dapati kami simpulkan bahwa tim telah 

melakukan pembahasan mulai dari k~nsultasi awal, rapat-rapat kerja 
I 

pernbahasan, studi banding, konsultasi akhi~ serta rapat finalisasi dalam rangka 

mcmperoleh masukan, pendapat dan sumba, g saran. 

M h o:: Fraksi Partai NasDem mehya.r · an tRancangan Peraturan Daerah 

tentang Tanggung Jawab Sosial dan Li~gk : gan ~~rusahan tidak perlu dijadikan 

Peraturan Daerah Provinsi Sumateran' :aa.rat Ka.reha fungsi dan tanggung jawab 
' II 

; I 



I. 
1. 

! I I i 
i , . I 

pemerintah hanya sebagai koordinatorl ke iatan l~ehingga cukup dibuat surat 
I 

' Gubernur ke Menteri BUMN tentang !lal ter ebut. 1 

3. Ranperda Pemanfaatan dan Penggun$an agiah Jalan 
i i 

.!alan sebagai salah satu prasarana, tra sportaSi yang merupakan wat nadi 

kahidupan masyarakat mempunyai ranan penting dalam · usaha 
I . 

me.1gembangkan kehidupan berbangsa dan erneglt,ra. Dalam kerangka tersebut, 

jalan mempunyai peranan untuk me~ju. an s~saran pembangunan seperti 
I ~: 

pemerataan pembangunan dan has~l-hasi ya., pertumbuhan ekonomi, dan 
• 'I 

perwuj udan keadilan sosial bagi se!unjh ~ak Indoresia. 

Jalan sebagai bagian sistem transpoJiaS Nasidhal atau Provinsi mempunyai 
I II 

peranan penting terutama dalam mend ungl! ekonomi, sosial budaya, 

lingkungan, politik, serta pertahanan dan ke anan. 

Kedudukan jaringan jalan sebagai sister transportasi menghubungkan dan 

mengikat semua pusat kegiatan sehingga rngerh.bangan jaringan jalan tidak. 

dapat dipisahkan dari upaya pengembangan rrbag1ai transportasi secara terpadu, 

baik transportasi darat, !aut maupun udata. • 

Begitu sangat penting peranan jalan bagi, lalu lintas angkutan darat, 
' 

sehingga perlu d~iaga kelestarian da.n kel ngsuf.gan fungsinya. Dewasa ini 

sering terjadi pemnfaatan dan penggf. 
1~a:n 1 agi~r:l·al~ yang tidak tertib yang 

mengakibatkan kerusakan jala,n ~ 
1 

emac~ lalu lintas sehingga 
' ' I I 

terganggunya pelayanan terhadap masyaraka . 'I 
1 

. II 

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati 
I i 

Selama ini banyak penyalahgunaan bag1an jalli.n oleh masyarakat Sumatera 

Barat. seperti melakukan kegiatan jual beli lbaik perorangan maupun bersama-
1 

sam a bahkan sebagian menjadi ?asar yang t'flpah ke jalan, dan parkir di pinggir 

jalan, dan bahkan dijadikan tempat petta pada hari-hari tertentu yang 
I 



I 

. I 
I ,, 

menyebabkan masyarakat tidak bisa 
1

m. en.jkmati' perjalanan dengan aman dan 

lancar. Dengan adanya Perda Pemanfaatab dan I Penggunaan Bagian Jalan ini 

dapat meminimalisir petanggaran-pela:ngg4an yang dilakukan oleh masyarakat 

' atau pun oleh pemerinta.h itu sendiri. 
I 

Sebagian ada jalan yang terganggu leh ke~iatan masyarakat yang tidal< 

kewenagan provinsi namun mengganggu k lancJm transportasi dan la!u lintas 

yang kadang pada hari besar menjadi i pen ebab I kemacetan yang panjang dan 

lama seperti jalan di Pasar Koto Baru Kab paten Tanah Datar, jalan di Bandar 

Buat dan jalan di Lubuk Buaya Kota Padabg, dan pasar sepanjang jalan Pesisir 

Selatan. Walaupun jalan-jalan terseburme~pakan wew~nang Pemerin~a.h Pusat 

namun pengaturan masyarakat yang mel~an kegiatan bisnis tersebut perlu 

ditertibkan dengan berkoordinasi dengan Peberintah Kabupaten dan Kot~. 
Diminta kepada pemerinta.h untuk m. mberikan sangsi yang tegas kepada 

pelanggar dan menertibkan kios-kjos yang erada! di bagian jalan tanpa pandang 
I I 

bulu. Agar terciptanya suasana yang ~n agi niasyarakat pengguna jalan dan 

. blk f"'k' i i il memm u an e 1e Jera. , . · 
1 

. . . 

Fraksi Partai NasDem menyarankilzi k pada ~emerintah Provinsi Sumatera 
i · I 

Barat untuk : 

a. Segera menyusun dan menerbitkan Peraturan Pelaksanaannya yaitu 
I 

Peraturan Gubemur sehingga perda inl dapat diimplementasikan dan 
i 

diaplikasikan. I 

b. Agar segera mengimplementasikdn dan mengaplikasikan perda ini 

sehingga hasil dan sasaran y~g il gin dicapai dalam rangk.a penataan I 

dan penertiban jalan di Prpvin i Sumatera Barat kedepan dapat 

memenuhi harapan kita bersllll!la. 

c. Diminta Pemerintah Provinsi atera Barat segera melakukan 

sosialisasi Peraturan Daera.h i)ni ft"P da Starke Holder dan instansi terkait 
. I 
i I 



i) 
'' :! 

I ' 'I 

untuk dapat ciipedomani dan jd;l san~r se~uai dengan muatan dan 

substansi dari Peraturan Daerah t ntang 1 Pemenfaatan dan Penggunaan 

Bagian Jalan. 

d. Agar segera disosialisasikan Pera uran baerah ini kepada Pemerintah 
I I 

KabupateJVKota sehingga nan~ da at menjadi acuan dan payung hukum 
I 'I 

serta pedoman dalam menetapk Perattu'an Daerah yang salina pada · 

Masing-masing Kabupaten/K9ta. 

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernu~ dan Jkadirib yang kami hormati 
' i' 

Dengan mengucapkan Bismillahhfa.hm irrahi!p, kami Fraksi Partai NasDem 

dengan ini dapat menyetujui Rancangap • P raturen Daerah ten tang : Ranperda 

Penyelenggaraan Pelayanan Pub\ik dan Ran erda iPemanfaatan dan Penggunaan 
'' 

Bagian Jalan. Dijadikan sebagai sebuah Perat an Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

Dan Fraksi Partai NasDem menolak Ranperda Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Perusahaan diajdikan sebagai sebuah Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat. 

I' 

i i 
I 



I 

Demikianlah Pendapat Akhir dari Fr ksi Partai NasDem DPRD Provinsi 
: 

' I 

Sumatera Barat yang dapat kami sampaikan · alam Rapat Peripurna ini, jika ada hal 

yang kurang berkcnan di hati Bapak··bapak d: n IbuHbu sekalian, kami mohon maaf 

dan kepada Allah jua kita mohon ampl.jn.: 

Wabillahi Ta71fiq Waf Hidayah 'I 

'' 

Podwg:l'"' 2015 

' 
' 

Eve! Murfl Saifoel, ST 
! I 

I . 
I ' I 

Frak.$i P~nai asD~ 
Dewan Perwakila~ a kyat loaerah 

Provinsi Su~at ra Ba~at 

F~Ji 
I 

' 

Dewan Pl~pln....,....,!.l""'"'" 

Juru Bicara 

0r. ~!snaldi, S.Ag., M.M 

Provln.l8um 
I 

I 

I 
Murdam, S.E .. M.M 

' Ketua Sekretaris 

i 
I. 



FRAKSI PAR!AI KIADitLA~', SEJAHTERA 
(FRAKSI PKS) 

' I' 

DEWAN PERWAKILAN 1 A~~T DAERAH 
PROVINSI SUMA: • RA IBARAT 

'' 
t' ,., ., .. II', • 

•? ' .,£) \~ \.~:~. ---:11. 
I 
•I 
I i 
'I 
I: 

PEND APt\ T KHW 
FRAKSI PARTAI KJ;:ADI N SEJAHTERA 

DPRD PROPINSI SU ATERA BARAT 
' 

TENTA I 
I i ~ 
I , 

A. Ranperda Tentang Penyelenggarraan,Pelay~nan Publik. 

B. Ranperda Tentang tanggung Ja'JITab osial Clan Lingkungan Perusahaan. 
I ' II 

C. Ranpcrda Ten tang Pemanfaatan ~an\ Pengr:
1

unaan Bagian Jalan. 
I I i 

' 

I' Bt~millahtrrahmanirmh.im. 
' I II 

Aswlmmr 'alaik"m !f''amhm(l/!11/ahi W'abai'Cikat11h.. I . 

Yth. Saudara Gubernur Propinsi Sumaterq Barat 

)'th. Saudnra Pimpinan dan Anggota l)PRp Pro~insi Sumatera Barat 

Yth. Snudara-saudara anggota Forum k~munil<asi pimpinan daerah Serta 

Kc tua Pcngadilan Tinggi dan Pengadban 'ringgi Agama Suma~era Barat 

Yth. Saudara Kepala BPK Perwakilan Sum tera Barat 

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf;Ahl Gub~rnur, Kepala Dinas~ Badan,: 
' ' 

Kantor,Pimpinan BUMN Dan BUM , Pimpinan Ormas, Partai' Politik, 

LSM, \\'arta\\'an dan seluruh hadii'in y ': ng birbahagia. 
, I , 

1 



'I 

II 

Segal a puji bngi r\l!ah Azza wa ]alia, ykng elah ~el.impahkan rahma~ dan nikmat 

kcpad:1 ki1:1 sck:tlinn, schingga padn saat ini kit bisa menghadiri acnra Paripurna ini. 

S/,:i/1.'1';11 svn:t "d:un scmoga senantiasa tcrcJrah kepada uswah /Ja.ranah luta ~abi 
I 

:'lluhammnd :;,\ \\, b,:serta keluarga dan paras, habat yang setia ment,rikuti sunnahnya 

:;ampai h:1ri :1khir. A.7Jill .. 

Ucnran tcrima kasih tak lupa 'kami sat 

tclah mcmbl'l'l kc:<cmp~.ran kepada 

Sum:ltl'l':\ B:1rat untuk menyampaikan Pencla 

pcrawran cl:.cr·.1h ten tang: 

1. Ranpcrda Tcntang Penyelengga~a 

F- fJJ(S swm1 primip sangat setu)Lth 

ad:t bvhcr:1pa catatan : 

I 
I' 

aikarl kepacla Pimpinan sidang yang 

namr Fraksi PKS DPRD Propimi 

r\1\:hir Fraksi terhadap rancangan 

i 
n Pel~~anan Publik. 

I 

engat1' kehadiran perda ini, hanya saja 
! ' 

a. Scjabn dcngan telah dilahirkan ·a beberapa pcraturan perundang -

undangan yang berhubungan engan! pentingnya transp~ransi dan 

pertanggung jawaban yang ti~ggi dala1111
1

i jpenydlenggaraan pemerintahan., 
I I . 

seperti UU tentang Keterbukaan nfor~asi Publ.ik berserta tllflnanny~. 
. I II I 

maka kehacliran Peraturan Oaer tentang penyelenggaraan Pelayanan 
I I 

Publik menjadi salah satu perar~ kat ~ang mencoba menjelaskan clan 

mengefektifhn pelayanan pJmeri1 tah J~erah kepadn ma~ynrakat. l\1aka 
! I 

F.PKS menynrankan, hend~k~~~~ da mtj<anisme pengawasan yang terus 

menerus terhadap penyelen~g~~aa pelarylnan public. 

b. Rancangan Perda ini sangat ~alk, namu~ masih membutuhkan beberapa 

k lau~ul ~·ang menegaskan tcrlhda pendbgnya sanksi kepada para pihak 
I 

t('rkall yang dengan smgaja tidakj menjalankan tugas kcwajibanya yang 
' 

bcrdampal< menjadikan pelayana~ public tidak b~rjalan efektif. !<.arena 

,z 



'I 

t 

' 

F.PKS mnsih mdihat ada p~sal 

ke\vajiban namun tidak di ikuti 

rcr:;cbtit tidak dihksanankan. 

i: 
an a~at yang menegaskan' ten tang 

, I 
, enganl ;Jdausul sanksi jika kewajiban 
' I I' 

c. lbnctngan perda ini akan sitngat fektif kalau sudah tcgas dan berani 
; : 

mcnctapbn tcntang standar pdla) nan lj1inimal (SPiv!) masing-masing 

insriru~i pelayanan public secara tr asparan dan terbuka. Karena hal ini 

:1bn memucl::thkan untuk ·mel kukan evalunsi terhadap kinerja 

lcmbag~t/insransi termasuk evaluas~ dari mnsyarakat sebagai obyck ntau 
; 

pth;tk ,.:1ng mcmpunyni hak menclar-jat pc!ayanan. 

d. Pcb>·anan pada hakikatnya adatah *engaodian, maka ridak cuk~p dengan 

pcmbcntukan Perda tentang P~nye!bnggataan Pelayanan Publik, maka ada, 
~- I' I 1 

tugas bcrikutnya yaitu bagaimana terub~h mind set ;\SN dan perangkat 

pcl:mm public lainya bahwa di j balik 1 pelayanan terse but menunrut 

pcn)!:alxitan yang tinggi bukan ~ntuk ; mendapatkan imbalan materi 
I 

ataupun kontribusi atau bahkan ret ibusi. 

c. Pcrlu adanya sosialisasi kepada mas •arak~ri ten tang hak-hak mereka dalam 

public n n keberanian masvarakat 
! 

sehingga 

d~itm pelayanan mereka mcmpcrjuangnkan haknya !!pab' a 

!11cnd:1parkan layanan yang smcstinL. 

2. Ranpcrda Tentang tanggung JawaJ Sosial dan Lingl,;ungan 
I , 

Perusahaan. 

1.111 tuk 

tidak 

1·-PKS secara prm~1p sangat 'me 

perda ini. Karcna bila perda ini bisa berj 

ukung dan setuju dcngan kehadiran 
I: I 

Ian secara maksimal dan efektif akan 
I 

mcmberibn ko11tribusi kepada propinsi 'umbal; anrara lain sebagai berikut: 

i 1'. 
. ' 

•I 
I 
! : 

:I 
3 

I 
I 



1.' 

t 

a. i\!cningkatnya Partisipasi berb, m ~~rusahaan yang berdomisili, 

beraktif!ras dan bekerja di propi si Surhbar, dan akan lebih maksimal 

untuk membantt: pembanguna di . Sumbar. Karena perda inl 
' 

mcngamanahkan dibentuimya ,for m TJStP yang beranggotaKian seluruh 
I ~ I 

perusahaan milik negara, swas~a, . 'lik asi:rig ata1.1 milik pemerintah daerah 

yang bermtus pusat, cabang '~tau· nit pWlaksana yang berked4dukan dil 
I n . 

Sumbar. Sebelurnnya hanya ~~ber pa petusahaan (BUMN dan BUMD) 

sa;a yang ikut serta dalam foqb d: n mel~sanakan program TJSLP. 

b . .Jumlah dana TJSLP juga akan .emaki\1 meningkat bila seluruh atau 

mayorims p~l'USahaan bergabun[J: ~~lam bprkoordinnsi dalam pelaksanaan 
' 

TJSLP n~·a. Dahm beb<::rnpa tahu terak~ir dana TJSLP eli sumbar lebih 

dari 30 :--!ilyar rupiah. Itu hapya ersurpber dari beberapa BUMN dan 
. '. 

BU\ID saja. ,. 

c. Dcngan pcrda In! masyarakat j akari mendapatkan kcadilan dan 

pl'mcrataan dalam pclaksanaan pr1gram ,'IJSLP~ Tidak lagi menumpuk di 
I 

,atu chcrah saja. 

d. Abn menopang P,rogram' p merintah propinsi Sum bar dalam 
I' 

mcngcnta~d<an kemisldnan dan mem.lrunkan angka kemiskinan di 
i ' 

Sum bar 

' 

P:\lh kc>l'mparan ini, F-PKS juga merlberikan beberapa catatan: 
I : 

. 

I. Tcrkair rim koordinasi pelaks~naa . pro~.fam TJSLl' vang bcranggotakan 

SKPD rcrkait, hendaknya ridak tb1ayar khusus dalam anggaran, akan 

tc1:1pi cl:u·i anggaran )':tng melckat pada SKPD tersebur. 
' i 

4 
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! 
~ 
! 

2. Pcrlunya disepakati ataupun d bentuk pola koordinasi dan pola 
I 

hubungan antara Forum TJSLP .dengan Tim Koordinasi pelaksanaan 
. I 

T]SLP, ~gar koordinasi dapat dijal nkan ~engan baik dan efektif. . ' ' 

3. Sanbi yang ditetapkan dalam per4a ini diharapkan dapat berja!an secara 

tcl':ls agar TJSLP !Jetul-betul bci:J'al~m mrtksimal. ,, • I . 
·l. Hila perda ini di sahkan, dihacap\<an pGtnerintah propinsi dapat secara 

maksimal mcnsosiaUsasikannya k~rnda i ~eluruh perusahaan dan pihak 
! 

tcrkait scrta masy:uakat luas. 
I 

. I i . , 
3. Ranperda Ten tang Pemanfaata!n chin Pe~ggunaan Bagian ]alan. 

I i I 
.I II I I 

Fraksi PKS DPRD Prov. Sumat~ a BarHt memberikan apresiasi kepada 

pimpinan dan anggota Pansus I Ran erda ! Pemanfaatan dan penggunaan 
: I i 

bagian jalan yang telah sungguh•sun~uh ,elakukan pembahasan terhadap 

Ranpcrda ini sehingga pada hari i~ sampailah kita pada pengambilan 
: i : 

keputusan, Semoga pengorba~a!]l i Btpak 1kn Ibp dibalasi t\llah sebagai 

pahala 1·ang dapar memberatkank~n 
1

umbatilkan atnal kebaikkan di akhirat 

kelak. ' • ! i 
i I, 

\!eli hat kondisi jalan di SLu'l!latera Barat, kami mdiha:t berbagai 

ptrm:ls:dahan dalam pemanfaatan jalan; Diantara permasalahan yang 

ditcrnukan dilapangan adalah, terjadinya kemacetan akibat digtmakannya 

bad:tn ):tbn ~cbagai t<;mpat menjual barang dagangan di beberapa titik pasar, 

p,·nggunaan badan jalan sebagai areal parker, banyak papan rekJame yang 

mcnghnlangi jnrak pandang pengendara yang bisa menyebnbkan kecelakaan . 
. ' 
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I 

Pcnm,;abhan lainnyn adalnh, k~r~ng b~rsine~~nya piha~' yang men~naknn 
bachn p1lnn ~cbagm sarann uulitns, ~ebaga1 contoh 1alan baru d1bangun 

kcmudian dibongkar lagi un.tuk k1cpc1tin~r,~ ~ain seperti pen~na~a.n kabel 

tclron, salum.n ;.ur dan lam·lam, akn. n t1tap1 ke. uka perballd<an udak, d1bangun 

seprti ,;randar semula. . . 
' . 
. I 

l-bmbatan lain yang !<.ita temul an di jalan adalah ketika masyarakat 
' . 

mclakukan renutupan badan jalan un, uk kegiatan scperti pesta perkav..1nan 

dan kl')!:iaran kemmaian lainnya. Ya: g bisrl 
1 

membuat kemaceran, hal ini 

,;:1ng:11 1m·ngganggu apabila terjadi pada momen-momcn renting rcrtentu. 

hah1 PKS menilai, langkah pct~prov ~umatera Bana untuk membuat 

Pcrd:1 terkait dcngan aturan pemarfaatarJ jalan ini sudah tepat dan 

mnupakan suatu kebutuhan yang~ nya~n daiJin pengnturan penggunaan dan 

1 I, 
pcmanfaaran bagian jalan, Sebelum F PKS 'menyampaikan pendapat akhir 

tt:rhadap Ranperda tni ada bebernpl saran IW\u pcndapat yang mudah-
, I 

mudahan bcrmanfaat untuk per.ye!npUil'naan 'ranperda yang dimaksud: 

1. Karcna Perda ini hanya mengatui pa~a jalnni yang bersatatus jalan· Provinsi1 

I i 
saja, sc:mcntara pcrsoalan di lap~nga juga ~erdapat pada jalan Kab./Kota, 

I I I 
maka karni mengharapkan agar per' a sej~nis juga dibahag di kota dan 

:' f I' 

kabuparcn di scluruh provinsi · Su . atera i ~arat. Selanjutnya dih11rapkan 
I I' 

pemeri.tntah daerah maupun D~RD s cara ~assif mensosialisasikan tentang 

pentingnya perda penggun~an d~nj ~e an fa~! tn bagian jalan ini. 

2. Untuk leb1h efektifnya pelaksa~aan perd 1 ini kami mengharap.kan aga~ 
I , 

I 

koordinasi antar SKPD tekhnis Y. itu rpinas Prasajal Tark.im, Dinas 

Pcrhuhungan dan Satpol PP terma~Lik SKPD lainnya, dilabanakan secara 

6 



I, 

I It I I 
efektif dan berkala, karn(, tanp.anya ko rdina~f yang baik kami yakiniPerda ini 

sulir dilaksanakan di lapangan I' I I i 
! I I! 

3. Bcrd~~:uk~n rapat Pansus dengan Or' and a frovinsi Sumarern Barat ;. Kami 

mcnclap:H masukkan bahwa salah saru kendala di jalan adalah tcrbatasnya res 

arc~t 1·ang bi;;a ciimanfatkan oleh lfenderarn besar untuk ist:irahat dan 

rncmpcrbaiki kcndaraan apabila men · !ami l~erusakan. Dengan keterbatasan 
I I 

rc~ area ini mcngakibatkan kendaraa 1 tersbbut memakai bahu jalan yang 

mengganggu kelancaran lalu lintas, 

untuk mcngarasi pcrsoalan tersebut p rlu kita pemerintah daerah dan DPRD 
I 

' I 

untuk mc·m.ikirkan penyediaan res ar a baik dijalan nasional maupun jalan 

pru,·in~t.:\lcngenai tekhnis nant:i , bis, didiskusikan an tar komisi 4 DPRD 
I 

Sumatera Fl:uat dengan Dinas tekhni baik', 'Prasajal tarkim maupun Dinas 

Pcrhubungan. 

·1. F· PKS iuf'a mcminta agar Dinas P1asajal Tarl<.im scgcrn mcmpersiapkan 

pcrarur:1n Cubenur scbagai aturan telihnis drri Perda ini, sehingga dengan 

ccp:1tn1·a eli terbitkan Peraturan Gu enur tentu akan scmakin ccpat pula 

pcrda ini dilaksanakan. 
'i 

1,: 
I' 

5. Tcrkair dcngan sanksi dan pendisi linan' penerapan Perdn ini setelnh 

di,:thkan pcrlu mcnjndi pcrhntian ~c ,ius bagi Pemda rcrumma pihak yang 

tt:rbtt dcngan pcnegakkan Percla, :\ ar pcrda ini tcrasa manf;)atnya bagi 

m:t ~ \':t r:t k:t L 

Gubernur, Pimpinan dan Angg ta DPRD serta hadirin yhng saya 
I 

hormati 1· 
I 
I' i. 

i 

I 

i I 
7[ II 
i I II 
' I I 

I, 
I 



Dcmikianhh bcberapa hal ya!fg ~erl kam.ij snmpaiknn, ~emoga menjadi 

perhntinn bagi Idea semua. Be~edoman dari u aian J atas, sebagai kesimpulan maka 

Akhirnp dcngan i:vfcngucapkan Bismillahi rahmanirrahim Fraksi PKS dapat 
I 

menerima ke tiga Ranperda ini untuk dijadikan - ' I 

Billahisabilillhaq, Wassala 
I 

Padang, 

H. 

Ketua 

8 

eranlaran Daerah 
I • 

I: 
I, 
I I 

I i 
ualaj~um Wr.Wb. 

I. 
I 
'. 

afa!'.Lc.M.Ed 

Juru Bicara 
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FRAKSIPARTAIHANURA 
' ' 

PENDAPAf KHIR 
FRAKSI PART AI HANU DPRD PROV. 

' I ,' 
. . ' I 

SUMBAR I 
I I ; 

I 

TERH:ADAP I I 
: , : . I 
: ' ' I ' 

RANCANGAN PER~TUR~N DAERAH 
PROVINSI SUMATERIX BARAT 

TENTAN!G 

1. Pelayanan Publik 

! 
I 

2. Tanggung Jawab ;so+ial :dan Lingkungan 
Perusahaan ' ', 

3. Pemanfaatan Dan Penggunaah Bagian Jalan 
: i ' lj ' 

, , r 

. : I i 
,I 

I , I! 
Rabu, 5 Juli 

1

2015 

Dibacakan oleh 
' 

TAUFIK HIDAYAT, SE 
. I 
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I 
' I I 11 · I r 

I' 
I I: 

Bismillahhirahfl. anF·.rrahi · :, 
Assalamu'aleik!lm i r. ~ 

I' I I 
Yang kami hormati · II : 

. I i · 

Sdr Gubernur dan Wakil Gubernut S'umat~ra Barat 
' I . I 

Sdr Pimpinan dan semua Anggota ~PRO Provinsi Sumatera Barat 
' I i 

Sdr Forkopimda , Ketua Pengadilan Jingg 1i dan Pengadilan Tinggi 
Agama Provinsi Sumatera Barat. 

Sdr. Sekretaris Daerah dan segena9 jajaran Ekseltutif Pemda 
Provinsi Sumatera Barat 1 

I 

Rekan-Rekan Wartawan, Undangan[dan ~~dirin yang berbah~gia 

Deng an segala kerendahan hati ~~riiJh kitJ i persembahkan puji dan 

syukur ke hadirat Allah SWT, karena latas [rahmat dan karun1aNya, 
' I I, 

hari ini kita hadir di gedung dewan ini dalam rangka penyampaikan 
i 

Pendapat Akhir Fraksi terhadap ,Rancari$an Peraturan Daerah 

tentang : 

1. Pelayanan Publik 
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan 
3. Pemanfaatan dan penggunaan bag ian jalan 

Shalawat beriring salam, kita p·Jrse[nbah;~an pada junjungarl kita 

Nabi besar Muhammad SAW, yang~ telah me~berikan petunjuk serta 

bimbingan kepada umatnya dalam mengarungil 'kehidupan di dunia dan 

menghadapi kehidupan di akhirat h:ngga kita menjadi makin taqwa. 

Allahumma Sa IIi 'Alia Sayyidina Muhammad,· iWa 'Alia Ali Sayyidina 
I . , 

Muhammad. 
' 

2 I I, 
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' I ' ' 
' 

I . 
' . 
~ 

II 

Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan Ole n ~~n Hadirin yang kami 
Muliakan 

Pada kesempatan yang berbahafia ini, Fraksi Partai Hanura 

mengucapkan terima kasih kepada I pilpina~. yang telah memberikan 

kesempatan kepada kami untuk m~ny mpalkan Pendapat akhir dari 
I I! . 

I . 
! 

Ranperda ini. 

Setelah kami membe.ca dan lll'em 
1 

elaja i Laporan dari Pans us-
• , ' I ! 

Pansus terhadap hasil pembahasa~ Ran erda ini, maka kami dari Fraksi 

Partai Hanura menyampaika:1 beberapa hal lng kami anggap penting 

dalam rangka pengambilan J<eputu~~n terh~dap Ranperda dimaksud 

antara lain sebagai oerikut : 

I. Pelayanan Publik 

' i' 
i! ,. 

1. Pada Prinsipnya kami menyetujui ~anperda ini disyahkan menjadi 
perda dengan harapan perda, ini benar-benar dijalankan untuk 

menciptakan pelayanan yang berklalitas' 
I I 
, I 

2. Pelayanan publik yang berkualitas ladalah pelayanan yang 
dikehendaki rakyat. Kami dari Fr~ksi P,~rtai Hanura DPRD Prov. 
Sumbar berr.arap perda ini nantinya aplikatif dan benar-benar 
dipedomani oleh setiap instansi pbnyel~nggara pelayanan publik 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

I 

3. Kelayakan dari pelayanan put:>lik )Fng diberikan selama ini belum 
menyentuh kebutuhan masyarakxt seutuhnya. Oleh kan~na itu 
pembentukan dan penetapan per a Pelayanan Publik tidak boleh 
bertentangan dengan semua perat ran perundang-undangan yang 
terkait dengan pelayanan publi~ dan'. pengaw~san pelayanan 
pucl1k. • I · 

'• ' ·i 

·i .. 
•: 

I 
) 

i 

~ , 



, . 
• 

·' 

i. 

'' 
! 

4. Fraksi Hanura menanggapi ~pen tapan Ranperda Pelayanan 
Publik merupakan keharusan u tuk biprioritaskan baik oleh 
Pemprov maupun Kab/Kota dalam! rang~~ menciptakan komitmen 
mengawal percepatan refor~asi bir9~rasi . dan peningkatan 
pelayanan kepada masyarakat di Srmate~a Barat 

I 
' , I 

5. Pelayanan publik yang prim:a farusj i menjadi roh birokrasi 
pemerintah dalam menjelanka'll fu gsi-~tilngsi pelayanan kepada 
masyarakat . 

6. Dengan ditetapkannya Ranperda 
1

ni m~njadi 1 perda sara~a dan 
prasarana : : ' 
tempat pelayanan publik juga harus ditingkatkah. 

I, 

7. Pemprov harus menyemangati Pe kab/ Pemko untuk membuat 

II. 

turunan dari perda ini. ' 
I 

I! I 
, I 

Tanggung Jawab Sosial diu1 Li gkungan Perusahaan 
' I' I i I I 

1. Perda 1n1 ditujukan kepa~a dun1i~ usaha untuk turut 
berpartisipf'lsi dan menunjukkan tang1~ungjawab secara nyata 
dalam konteks pembangunah s sial, ~hususnya dalam b'entuk 
pengembangan kapasitas sosial- konomi masyarakat 

I : 
2. Pemprov harus benar-benar 1ampu menjembatani :antara 

perusahaan dengan lingkungannya untuk mewujudkan ruang 
' 

usaha yang kondusif menghilangkan berbagai hambatan yang 
mengganggu pertumbuhan dunia usaha dan menjaga 
lingkungan dari tempat usaha itu fsendiri. 

I 

3. Perusahaan harus peduli dan te~libat i1angsung dalam masalah 
ketersediaan infrastruktur lingku('lgan sekitarnya dalam rangka 
meminimalkan dampak negatif !yang .ditimbulkan perusahaan 
dari aktivitas produksi terhadap asyarakat sekitar perusahaan 
terse but 

4 i 
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I' 
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I 
I 

4. Kami dari Fraksi Hanura · D~RD I Prov. Sum bar dengan 
ditetapkannya Ranperda ini menJ~di Perda, berharap Tanggung 

I 

jawab sosial yang dibebankan i kepada dun:a usaha secara 
langsung dengan capaian kualitas standar pelayanan 
perusahaan dapat dinikmati dleh lrasyarakat. 

1 

5. Perda ini harus disosialisasikan Jgar mampu berdampak secara 
kongkrit serta penegakan huku · yan~ terstruktur dan terukur. 
Oleh Karen a itu kami dari F'ra . si P~rtai Hanura DPRD Prov. 
Sumbar meminta agar Pemetint 'h Pr9~insi segera menyiapkan 
perangkat kelembagaan beserta aparaturnya agar keberadaan 
peraturan d;;~erah tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan 

ini tidak hanya sekedar "di atas k rtas",pelaka. 

I 

I 
111. Pemanfaatan dan penggunaan b 

'' 
I' 

I i 
• 1•. I g1an1a an 

1. Dengan ditetapkan Ranperda i i menjadi Perda dip~rlukan 
komitmen dan sinergitas srrta koordinas'i antara Pemprov 
dengan Pemkab/Pemko dalam engiMplementasian Perda ini 
agar dap;;~t menciptakan fun si d~ri bagian jalan yang 

' sebagaimane mestinya. 1: 
., 

2. Harus ada keseriusan dalam : penJrapan Perda ini oleh 
Pemprov agar pelayananan raky t di bidang transportasi jalan 
berjalan dengan baik dan lancar. I 

! i 

3. Perda ini dapat dijadikan seb~ga Perd~ lnduk bagi pemerintah 
kab/kota dalam rangka membuat egul~si tentang penataan dan 
penertiban jalan kab/kota. I /; !. · 

' I 

' 
4. Diharapkan Perda ini menjadi ke uater\ hukum untuk pen~guna 

jalan jika oagian jalan digunakan tidak semestinya oleh o~num­
oknum yang melanggar penggunaan bagian jalan. 

. I 
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i' 

4. Diharapkan Perda ini menj$di ekuatan hukum untuk pengguna. 
jalan jika bag ian jalan diguhak n tid~k semestinya oleh pknum-

1 

cknum yang melanggar pe
1

ngg 1 naarl bagian jalan. 
, I 
I ' 
' ! I 

'' ' 

i 

I 
I' 

I 

5. Perda ini harus segera dis sialisasikan oleh Pemprov ke 
seluruh kab/kota Elgar fun~si d$gian jalan benar-benar 
beriungsikan $ebagaimar,a m~stiny~ dalam rangka penataan 
dan penertiban jalan di Prov. stmbaf: . 

3dr. Gubernur, Sdr. Pimpinan dan Hapirin yang kami Muliakan 
. 
l 
I 

Menyikapi Ranperda Nagari dan Pan~~s Permasalahan SUMO, 

kami dari Fraksi Hanura setuju den an penambahan waktu' dalam 
I I 

pembahasan Ranperda tersebut. Kar1ji berrarap dengan mundurnya 

waktu pembahasan ini dapat mehgh~silka+ hasil kesepakatan yang 

sebaik-baiknya. 1. ,, 
, I 

, I 
I 

Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan dan Ha~irin ~ang kami Muliakan 

' 

Demikian pendapat akhir j ini ka~i sam~aikan, idengan 

mengucapkan Bismilahirohmanirrbhi'f, kami fralksi Partai HANURA 

dapat MENERIMA DAN MENYETUJ~l Ranperda ini untuk • dapat 

ditetapkan. 

Dengan disetujuinya Ranperda 1enjaJI Perda, berarti kita telah 

menambah payung hukum dalam mtnjala:~kan roda pemerintahan 

sebagaimana yang diamanatkan pad1 und~ng-undang dan sebagai 
, : I 

6\ I, 



upaya meningkatkan 

peningkatan percepatan 

pemerintahan yang baik. 

; ', I , i 

kualitas efisiensi ! : pelayanan 

pembangun n daerah serta 
i '. 
'' 

publik dan 

mewujudkan 

Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan dan H dirin iYang kami Muliakan 

Terakhir dalam penyampaian 1pe dapat akhit tentang 3 Ranperda 

engh 1imbau kepada pemerintah ini kami dari Fraksi Partai Hanura 
I 

Oaerah untuk segera memasukkan/m nyarilpaikan KUA PPAS tahun 

2016 yang mana sesuai pada peratura~ danl~erundangan y.ang berlaku 

KUA·PPAS tersebut seharusnya :sudfh di~ampaikan kepada DPRD 

pada bulan Juni dan sudah harus':ditan' atan~ani kesepakatan dari KUA 

dan PPAS tersebut pada bul.an Jull,, :s ment~ra samapai saat sekarang 

ini yang sudah memasuki t?ulan AgJst. s tari8a-tanda akan dibahasnya ,, 
'' KUA PPAS 2016 belum juga 1 te lihat.ll Terlambatnya Pemprov • 
I 

menyerahkan KUA-PPAS ke OPRD juga akan berimplikasi pada 

keterlambatan waktu penyusunan i RKA SKPO dan RAPBO. 

lmplikasinya, SKPD hanya menyalinl RKA tahun sebelumnya dan 

merubah pagu anggarannya ta~pa menyesuaikan prioritas 

pembangunan Kualitas pembahasan RAPBO buruk, dan penetapan 

APBD akan tergesa-gesa tanpa memp,rhati~an prioritas pembangunan, 

nilai keadilan, dan kepatutan .. Untuk itu I kami: meminta kepada Pemprov 

jangan mengorba.1kan kepentingan rryasya~akat banyak dikarenakan 

kesibukan dan kepentingan kelomj:lok niaupun kepentingan pribadi. 
I 

Kiranya saran- saran yang kami paparkan diatas, dapat menjadi 
' Jl 

pedoman tambahan dan pertimbar,1ga bagi kita bersama di masa-
: 

masa yang akan datang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila 
I 

terdapat kekeliruan atau ketidak semp!urnaan dalam pemaparan yang 
' 

baru saja kami sampaikan. Semoga Ai,lah SWT senantiasa melindungi 
I 

kita semua, kiranya Pembangunan Jumatera Barat dapat berjalan 

7 I 

I 



dengan baik dan kesejahteraan .yang ki a idam-idamkan bersama sesuai 

dengan amanat UUD 45 dapat '~eg ra t~rwujud ranah negeri kita' 

tercinta ini. ' I. 

Wabillahittaufiq wal hidayah 

Wassalamualaikum Wr Wb. 
I 

Penasehat 
Ketua 
Wk. Ketua 
Sekretaris 
Bendahara 

. " I 

;~ng, S,Ju 
1~ 1 ~ SEKRETARIS 

·-(E ...... ~.. J j %. . ·"-~'' ·' 

·::~;.- . Zusmawati, SE, MM m i at i 

Drs. H. Marlis, M'M 
Ora. Armiati , 
Syaiful Ardi, s.sbs, 

. Zusmawati, SE, MM 
: Taufik Hidayat, SE 

'' .Humt 
i i 

'i 
I 

'' : i ,, 
I 
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p i : i 

· I II 

Pendapat Akhir . 1 
Fraksi PPP DPRD Pr6vin[i Su~atera Barat 

Daiam rangka Pengambilan Keputusaf ter~~dap Ranperda tentang: 

I. Pcnyclcnggaraan Pclaynn,~n Ptlb!ik 
2. Tanggungjawab Sosial dn? Lingkungan Pcrusaha~n 
3. Pcmanfaatan dan Pcnggul)aan Bagian .Jalan , 

I i 
Disampaikan pada Rapat Paripurna 

' ' . 

DPRD Provinsi SurtJatera Barat 
I 

I [ari Rabu tanggai 20 Syawai 14f6 H/.05 Agustus 20 IS M 

, ~ I 

Yth.Sdr. Gubernur Sumatera ~arati I : li 
Sdr. Pimpinan dan Seluruh Angg9ta prRB Provinsi 

Sumatera Barat. 1 / /I 

Sdr. Anggota Forum Koordinasl Pi~pinan Daerah Provinsi 
' 

Sumatera Barat, Ketua Pengudi\an Tirggi dan Ketua Pe:1p,adilan 

Tinggi Agama Sumatera Barat. ; . 

Sclr. Pimpinan Partai Politik dan Ornnas di1 Sumatera Barat. 
' I i 

Sclr. Ketua BPK RI Perwakilan ~umatera 1 

'arat. 
I ,, , 

Sdr. Ninik Mamak, Alim U!a1'f1a, q~dial iPandai, Bundo Kanduang 
I •I I 

yang hadir pada kesempatan ini. . : 
i 

:I 
'I 

I 

I 

'I 

I 
' 
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i 
I 

Sdr. Sekretaris Daerah, Staf ~hlif Pa\~ Aslsten, Kepala Dinas, 

Badan. Kantor, Biro, Lembaga Provinsi Sumatera · Barat, 

Wartawan dan Hadirin yang be~bahagia. 
I ' 

M<tri bh ki ta bcrsyukur kepada Allah S WT yang tclah mem berikan 

r<lhmat, riclha dan karunia·Nya kepadr kita
1 

untuk dapat menghadiri 

Rapat Paripurna hari ini, dalam rangl<f Pe!lifampaian Pendapat Akhir 

Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tent~ng: J 

1. Penyelenggaraan Pelayanan Pu~lik 

2. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusdhaan 
I 

3. Jleman fa:ltan dan Penggunaan BagianJalan 

Selan,iutnya shalawat dan salam l~epada Nabi Muhammad SAW, 

kcp:tcla kcluarga, para sahabat serta umatnya yang setia mengikuti 
' ' 

sunnahnya sampai akhir zaman. 
I. 

Frak~i PPP mengucapkan terimakasih ikepada Pimpinan Sidang 

yang telah memberikan kesempata~ kepada I~4mi untuk menyampaikan 
. I' 

Pendapat Akhir Fraksi dalam 'rangka :rdngam~! ilan .Keputusan terhadap 
: i I I 

Ranperda Penyelenggaraan Pelayan!m f. ubli , Tanggungjawab ·Sosial 
I , 

dan Lingkungan Perusahaan, serta Perda Pernanfaatan dan Penggunaan 
Bagian Jalan. 
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I, 

'' I 
. i I 

Sdr. Gubemur, P;mp;nan dan !1:1;, n Yig ka

0

m; Hormat;,. 

I. Ranperda tentang Penyelengg~raa Pel~yanftn PubHk. 
. I 

Pelayanan Publik pada dasarnya me yan~kut aspek kehidupan yang 

sangat luas. Dalam kehidupan berne lara, ~emerintah memili\U fungsi 

mcmbcrikan berbagai pelayan:!m publil( yahg diperlukan oleh 
' . 

masyarJkClt. mulai dari pelayanaA da am ~~ntuk, pengaturan atau pu.n · 

pclayanCln-pelayanan lain dalam lrangl~a memenuhi kebutuhan 
I , 

mClsyarakat dalam bidang pendidlikan! kesehatan, utilitas, dan 
' 

lainnya. 

I ! I 
Ncgara bcrkewajiban melayani s~ti~p wa:!Jga negara dan penduduk 

untuk memenuhi hak dan keblltu~an ~~sarnya dalam kerangka 
I 

rclayClnan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar 

Ncgara Rcrublik Indonesia Tahun 1945, membangun kepcrcayaan 

masyar;1bt atas pelayanan publik yang · dilakukan penyelenggara 

pcl~lyanan publik merupakan keg!ataj1 yang harus dilakukan seiring 
' dcngan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk 
I I 

tcntang peningkatan pelayanan p~hlikj sebagai upaya untuk 
' ' 

mcmpertegas hak dan kewajiban seti~p w~rga negara dan penduduk 
f 

scna terwujudnya tanggung j~wab 'negala dan korporasi dalam 

pcnyelcnggaraan pelayanan publik, diperlukim norma hukum yang 
' i 

I 



I ,, . 

memberi pengaturan secara jelas, ~eb gai Jpaya untuk meningkatkan 
I , ~; ' 

kualitas dan menjamin penyediaan p
1 
laya~an publik sesuai &ngan 

'' 
asas-asas umum pemerintahan dah k rportsi yang baik serta untuk 

mem beri perlindungan bagi setia~ w rga ~egara dan penduduk dari 

pcnyalahgunaan wewenang di dala 
I 

pe~yelenggaraan pelayanan 
:I publik. 

,, 
1 1l 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2 09 t~ntang Pelayanan Publik. 

adalnh undang-undang yang mengatur · tentang prinsip-prinsip 

pcmcrintahan yang baik yang meru~akan: efektifitas fungsilfungsi 

pemcrintahan itu sendiri. perlayanar I publ'ik yang dilakukan oleh 

pcmerintahan atau koporasi Y<lng efeldif dapat memperkuat 

demokrasi dan hak asasi manus/a. rpemp~omosikan kemakmuran 

ckonomi, kohesi sosial, mengurangJ kertiiskinan, meningkatkan 
I . . 

l<l)':Jn, memperdalam kepercayaan / pada pemerintahan dan 
administrasi publik. I 

' I 

Da.lan.l pe.layanan publik Pemerinta~ dderah !iarus melakukan hal hal 
di:mtaran\'a : · I '' 

• i 

I i 

: 
I 

I i 
I' 
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i' 

. ' I j I 
I. Pemenntah Daerah harus . be upay~ mengembangkan ·dan 

, I , I 

meningkatkan kualitas pelayan2m yangll,akan membawa inplikasi 

terhadap kepuasan masyarak~t. ntu~ mendorong terciptanya 

suatu pelayanan publik yang berst ndar dan terukur. 

2. Me\vujudkan kepastian tentan~· h k, t~~ggung jawab, ke,wajiban 

dan kewenangan p!hakyang I te kait I ~engan penyelenggaraan 
. I I i I 

pelayanan publik , ' 
1 11 I 

3. Mewujudkan sistim penyelenggar' an ptllayanan publik yang baik 
I I ' . 

sesuai dengan asas asas um'um 1peny. ~enggaraan pemerintahan 

van<7 baik . "" 
. . II 

4. Terpenuhnya hak hak masyaraka dalarr memperoleh pelayanan 
' 

publik 

5. Mewujudkan partisi pasi dan 

meningkatkan kua!itas pelayanan 

' 

: i . I 
I; 

I! 
ketaatan 

S.osial' 
' 
' 

2. Ranpcrda tcntang Tanggungjaw b 
! ' 

Jl 
Pcrusahaan. 

' 2007 
i 

Undang Unclang Nomor 25 1 Ta 

masyarakat dalam 

dan Linglwngan 

Pasal 15 Ten tang 

l\·11~111wnan Modal mewajibkan seti · penanam modal eli Indonesia 

mclaksanakan tanggung jawab sosi perusahaan, menghormati tra 

cl isi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penamaan 



: I I ! l 
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modal dan mematuhi semua k tentuan peraturan penmdang­

undangan. 

Ketentuan peraturan perundang-u dangan tersebut menegaskan 
, I 

bahwa pad a dasarnya setiap p 'rusa~aan harus melaksanakan 

tnnggt:ng jawab sosial dan lingk ngan sebagai wujud kegiatan 
:I 
I: 

kcmnnusiaan. Pengaturan tanggun jawab sosial dan lingkungan 
I 

perusahaan bertujuan mewt.ljud <an ·• pembangunan ekonomi 

herkelanjutan guna meningkatkan k ,alitas; kehidupan dan lingkungan 

yang bermanfaat bagi komonitas eten~pat dan masyarakat pada 
I 

umumnya maupun perusahaan itu endi~i dalam rangka terjadinya 

hubungan perusahaan yang ser~si, sei~bang,' dan sesuai dengan 

lingkungan, nilai, norma, dan buday masy~rakat setempat. 
' 

Dalam ketentuan pasal 74 undang:undalig Nomor 40 tahun 2007 
I 1~ 

tcntanl! Perseroan Terbatas, mem. at k1' tentuan bahwa persoalan 
~ I I 

terbatas dalam menjalankan kegiat n us ,hanya di bidang dan/atau 

berkaitan dengan sumber daya a]a\1, wajib melaksanakan 
:I 

tanggungjawab sosial dan lingkung n YE~hg bertujuan mewujudkan 
I • 

pembangun:::n ekonomi berkelanjut n, gLjna meningkatkan kualitas 

h·hidupan clan lingi<ungan yang ben anfaat bagi komunitas setempat 
' clan masyarakat pada umumnya rr~au un p~rsero~m itu sendiri dalam 
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rangka terjalinnya hubungan perselan J~ng serasi, seimbang.dan 
' • ! . . . 

scsuDi dengan I ingkungan, nilai, n~rma dat1 budaya masyarakat. 

Schubungan dengan hasil pemba~as~n ya~g telah dilaksanakan oleh 
I I 

Panitia Pembahasan Ranperda Tfntang Tanggung Sosial dan 

Lingkungan Perusahaan, rnelalui Rendapat akhir fraksi itJi karni 

mcnyampaikan beherapa hal sebagai lberikut : . 
I 
I 

l. Forum yang dibentuk tersebut i adalah adalah forum: yang 

indcpcndcn yang anggotanya adalfh d<)ri perusahaan yang wajib 

melaksnnakan Tanggung jawab So$ial dan lingkungan perusahaan 

scclangkan penasehat dan dewan pengawasnya boleh dari 

pcmcrintah daerah 
! : 

.., Forum TJSLP membuat Anggara$ Da~~r dan Anggaran Rumah 
I I • 

Tangga sendiri tanpa adanya inverv~nsi dbri pemerintah 
' ' 

3. Forum TJSLP dalam membuat • pen3ncanaan program harus 
I 

bcrkoord inasi dengan Tim Koordi1asi Pemberantasan Kerniskinan 

Pcmcrintahan Daerah, sehingga program pengentasan kemiskinan 

dap:ll bct:ialan sesuai harapan. ' 

4. forum TJSLP 

Kemiskinan agar 

i. 

bersama Tim : Ko~rdinasi Pcmberan~asan 

membuat Perehcana;an untuk melaksanakan 

pembinaan Desa model CSR. · 
. I 

I 
i I 

! : 
I 
I 

' 
' 

I, 



FRAKSI PARTAI PERSATUl\N P~MBANGUNAN 
DEWAN PERWAKILAN i!K~~T DAERAH 

PROVINSI SUMAT RA BARAT 
I 

Jl. Khatib Sulalman No. 87 Telp. (0751). 7057591· 7057592· 7 57593 (Exl. 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133 

i I , 

3. Ranpcrda tentang Pernanfaata~ d n Pe~ggu~aan Bagian 1Ja1im 

Jalan sebagai salah satu prasar?fa ranfqrasi yang merupa~an urat! 

nadi kehidupan masyarakat mempurl ai p~~anan penting dalam usaha 
. I . I! 

pengembangan kehidupan berb.~ngsi' dan kernegara. Dalam kerangka 

b . I . I 1

' I . d. terse ut .Ja an me111punya1 perana unity< me\NUJU l<an sasaran 
! 

pcmbangunan seperti pemerataan, p~mban~unan dan hasil hasilnya, 

pertumbuhan ekonomi dan peniujud$p keadilan sosial bagi 

masyarakat, melalui peran penting j~lan ~alam· membentuk str'Jktur 

\vii ayah, penyelenggaraan jalan pad4 hakekatnya dimaksudkan untuk 

mewujudkan perkembangan antar[ daerab yang seimbang dan 
• I 

pemerataan hasil pembangunan. , 

i ' ' 
t 'I I 

Dalam pemanfnatan fungsi jala11 pro!vinsi ,ai Sumatera Barat banyak 
I 

' ' ' 

peman t8mm~ dan penggunaan jalan yang tidak tertib, mengakibatkan 

!'l'nggunak<Jn jalan kurang optimal serta dapat mcnimbulkan 

kcrusak~m ,ialan, bahkan dapat rn,enimbul~an kemacetan lalulintas, 
! ' : i 

seperti adanya pasar tumpah, pe~l!mpukaf)! bah an bangunan di jalan, 

JXlrkir liar eli ,;alan, bangunan liar, galiary galian, pembuatan ,ialan 

masuk keluar dan pemasangan baliho yang tidak pada tempatnya 

y~mg dapat mengganggu pemandangan penggunajalan. 

i 

.l 

i 
l 
' .,. 

i 
! 
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i 

I 

' I 

Sesuai dengan Undang Undang ~omor 1

: 34 Tahun 2006 tentang 

.ialrm seslwi c\engan k~wenangan pemerintahan daerah provinsi yang 

c\ iatur dalam Undang Undang N~mor i 1 23 Tabun 2014 ten tang 

Pemerintahan Daerah. Didalam ket~ntuan Undang Undang tersebut 

Kewenangan Provinsi dalam pema faat~n dart penggunaaiil bagian 
' ' ' 

jalan meliputi pengaturan, I' 
bina~n, , pembangunan dan , 

' 

pengawasan jalan provinsi. 
1
! I i 1 

... ~ i ! i I 

Sehubungan dengan hasil pemb~has1 n yapg telah dilaksanakan oleh 

Panitia Pembahasc.n Ranperda i Te*ng Pemanfaatan dan 

Penggunaan Badan Jalan,' mel~Jui pendl~at akhir fraksi ini kami 

menyampaikan beberapa hal sebagai:beri~~t: 
I I 
I i 

' ' ' 
I. Perda ini diharapkan kegun~anya i' untuk menata supaya 

pengamanan fungsi jalan, menjamini keselamatan, keamanan, 
' I ,· 

' ' 

ke!ancaran penggu~a ja(an atau pengendara, dan 
'' 

kenvamanan • 

estctika lingkungan serta menjamin kondisi dan keamanan · 

kontruksi jalan tidak semata mata untuk mendapatkan Pencjapatan : 

c\ae rah. 

" Pcrdn ini hendaknya dapat mengatllr dan melindungi 
' '' 

rliang 
pengawasan jalan dari bangu:nan b'angu~an yang dapat 

I 

:I 

I 

' 

j 

1 
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I 

3. mengganggu fungsi jalan, dan nfelind1ungi masyarakat Jengguna 

jalnn dan masyarakat sekitarnya. ! 
. I 

.:+. Dalum penertiban hendaknya ~apat juga mempcrhatik~n etek 
! 

ckonomi yang timbul setelah ~any~. perda ini terutama bagi 

pclaku ckonomi, pedagang kecii!yang' berjualan ditcmpat tempat 

kcrJmaian tersebut. 

~ Pcmbcntukan forum Lalu lintas !dan angkutan jalan diharapkan 

betul hcttt! melibatkan dan m~ma~faatl1tn seluruh komponen yang 

ada schingga forum im dapat betjalan' sesuai harapan dari perda 
' 

terse but. I 

! 

' ' 

Sd r. G u bern u r, Pimpinan dan Hndiriln Ya11g ka mi H ormati, 
' 'I I . 

' ! I 

Selanjutnya berdasarkan Rap'at l' aksi i PPP tanggal 04 Agustus 

2015 dengan mengucapkan Bismi!l~hi 1

1ohmJhirrohim kami dari Fraksi 
I I It 

Partai Persatu8n Pembangunan me~yetujui Rah erda tentang : 

· 1 I I 
I. Penyelenggaraan Pelayanan ~u9lik I 

2. Tanggungjawab Sosial dan tingl<ung~ Perusahaan 

3. Pemanfaatan dan Pen&gunaan Bagian'Jalan 

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera B<l!rat. 

l 
' ·j 

j 
l 
I 
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I 
Sdr. Gubcrnur, Pimpinan dan Hadirin Yang l<ami Hormati, 

' ! : 

Demikianlah Pendapat Akhir Fral si PP?: kami sampaikan. Terima 
II 

kasih atas segala perhatian dan mofuon maa~ bila terdapat hal-hal yang 
i 

kur~mg bcrkenan dalam penyampaian Pe dapat Akhir Fraksi PPP ini. 
I , . 

Wa!Jil/ahittaufik wrrl hidayah 

I 
!I : 

fac!ang, 20 Svawal 143 S H 
i 05 Agustus 2015 M 

Yu 

Yuliarman 

I 
i i 
' I 

i 



Terhadap: 

I 

F H A. K :g I 
PDI PERJUANGAN,PKB & J?BB 

DPRD PROVINSISUI\IIATERA :SAjRAT 
Jln. Khatib Sulaiman Nc.87 Telp. 70S7591~3 Ext: 1p0 

PANDANGAN 6MJM 
FRAKSI PDI PERJUANGAN,'PKB & PBB 

I i 

DPRD PROVINSI SUMBAR 

I I '' • 

1. Ranperda tentang Penyelenggara*n Pe)ayanan Publik ', 
2. Ranpercla tentang Tanggungj;awab Sos~:al dan Lingkungan 

Pcrusahaan I i ! : 

3. Ranperda tentang Pemanfaatan dim PJnggunaan Jalan 

: Riva Melda Juru Bicara 
Tanggal : 5 Agustus 201 5 I 

>- Yang Terhormat Saudara 
Sumatera Barat 

' i 
I 1 

Pimpinan 

I I 

I: 
• ! 

! I 

dan Anggota DPRD Prov. 

>- Yang Terhormat Sdr. Gubemur Beserta dan Wakil Gubernur : 
;... Yang Terhormat Forum Kordinasi Pimpinan Daerah Provinsi ISumatera 

BartH, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama 
Provinsi Sumatera BFtrat ~ I· 

-, Yth. Ketua BPI<. RI Perwakilan Sumat~ra Barat 
' ' :..- Yan~ ~-erhormat Sdr. Pimpinari In~tanst Vertikal, BUMN/BUMD 

Provms1 Sumatera Barat ·, 1· 

> Yang Terhormat Sdr. Sekda, Asistelll, Staf Ahli, Kepala 
Dinas/Badan/Kantor/Biro dalam. Lingku~~an Pemerintahan Daerah 
Provinsi Sumatera Barat · · • 

1 

~ 
';;> Yth. Sdr. Pimpinan Partai Politik, Qtm~s, L. M, Rekan Pers dan Hadirin 

serta Undangan Yang Berbahagia I 1 i, · 



Assalamualaikum Wr. Wb 

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua . ; ji , 

; I I 
Atas perkenan Saudara Pimpinan pa~a kfsem~atan ~ang baik ini, marilah 
kita bersama-sama memanjatkan puj1 d~n sy~~ur Rehadirat Allah S.W.T 
Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmad dan hidayah-Nya kepada 
kita semua, sehingga kita . dapat !]lei san~kan rapat parip\.jrna yang 
terhonnat ini dalam keadaan seha~ w_fl' afi~t. Sebagai ungkapan rasa 
syukur , hendaknya kita tidak hanya ~e~~akt~alisasikannya dalam bentu~ 
ucapan dan perenungan saja. Bentuk u9gkap?il1 yang lebih penqting dap 
bermakna adalah rekad dan upaya konglqet ki~ semuasbagai wakil rakyat. 
Sebagai kita ketahui, acara rapat pariputina k~li ini adalah mendengarkan 
Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap: · 

1

. 

' 

I. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
2. Ranperda tentang Tanggungjawab Sosilal dan Lingkunga~ 

' I Perusahaan · 
1

. 

I I . 
3. Ranperda tentang PemanfaatS,n d!m Pepggunaan Jalan 

Dan hari ini juga kita masih dalam suasaiJ.a merayakan Idul Fitri, kami atas 
nama Fraksi PDI Perjuangan, PK!B & PBB mengucapkan Selamat 
merayakan hari ray a Idul Futri, mohon mraf lahir bathin. I 

' I 

Saudara-saudara sekalian kita men;adJri bclhwa Rapat Pleno I hari i~i 
I ' 

sangaL!ah penting karena kita akan rpengatnbil keputusan mengenai 
Peraturan-peratman Daerah sebagaimana ya~g disebut di atas dan akan 
menjadi pedoman dalam penegakan kedisiplinan setiap warga, Pemerintah, 
Perusahaan demi kelanjutan untt;~k peningkatan kesejahteraan sosial 
masyarakat dimasa mendatang; untuk itu 1 perkehankanl~th kami Fraksi POI 

. . . I II 

Pe1juangan, PKB & PBB menyam~.aik~n P4
1

hdangan Akhir ini sebagai 
berikut:; · I 



I. Ranperda Ten tang Pelayanan Pu lik I i 
• I II I • 

Kita tahu bahwa Undang-Unpan D~sar Rl 1945 mefberikajn 
perintah, tugas dan wewenang k pacta! seluruh Aparatur Negara 
melak:sanak:an amanat untuk !me . seja~erakan rakyatnya, melalui 

I 

penyelenggaraan kepemerint~han 1· yang baik dan 
hertcmggungjawab. Perwujudannyi hal tersebut diantaranya adalah 
mela/ui pelayanan publik yanJ bai~. Pelayanan Publik oleh 
birokrasi publik merupakan sal;h sa~' perwujudan dari fungsi 
aparatur bernegara sebagai abd1 indsyar at, disamping sebagai abdi 
negara. Pelayanan tersebut ' di~erik · untuk memenuhi hak 
masyarakat, baik itu merupakan . layahan civil maupun layanan 
publik. Artinya kegiatan pelay n p~da dasarnya m~nyangkut 
pcmenuhan satu hak. Ia melekat pad~. seti~p orang, baik secara 
pribadi maupun kelompok (or nisasi) dan dilakukan secara 
universal. Penyelenggaraan pel yanah publik dapat : menjadi 
lokomotif dalam upaya perubahan menuju pemerintah yang baik 
untuk tercapainya pelayanan prima.l

1 

, 

i I 

Mencermati kondisi yang ada pada baat iri di Sumatera Barat tentang 
pelayanan publik, bahwa tingkat kepu~san dari masyarakat akan 
pelayanan publik selalu mendap'at itik~ diaritaranya : 

I ' jl 

a. Dibidang Kesehatan, masil~ dit mui fbelayan dirumah sakit yang 
bel urn optimal dalam membbrikah pelayan kepada pasien 
pengguna BPJS untuk berobat Jiang ~(rawat jalan) dimana Jokasi 
tempat pendaftaran hanya satul lokdt sehingga menumpuk dan 
te1jadi antirian yang memerlukap waktu lama, saran Fraksi kami 
hendaknya posko pendaftran ,unt~k diWmbah. . 

1 

.i ; ' . 
b. Sistem Administrasi Terp~du ~atu i. tap (SAMSA T), bahwa di 

UPTD ini yang dipentingkan 
1 
buk : hanya banyaknya orang 

datang ke tempat ini. untuk .m' laks . akan kewajibannya tetapi 
yang dibutuhkan adalah inforYirzasi, iransparansi dan kecepatan 
dalam melaksanakan tuga. s!.sef.a ai nyelanggra pelayan publik, 
sehingga masyarakat Y,ang tel~ ela anakan kewajibannya tidak 
merasa dirugikan, dan hin~ga hari 'ni kami masih menerima 

I 



II. 

laporan dan melihat langsung dij Ian trya banyak kendaraan roda 
dua yang tidal< memakai pjat esm~ mela. inkan plat distibutor 
motor bahkan tidak tnemak~i !at ~ama sekali hal ini dapat 
menimbulkan menurunnya ike erca~'fan !masyarakat :terhadap 
peraturan perundangan yang berkt1tan · dengan plat nomor 
terse but. 

I ' 

Hal lain yang kami samp4ik bahwa basih ada ~ebijakan 
dilapangan terhadap nomor-nbm r kh~sus ~epada kendaraan rod;:t 
em pat, kami memahami : ~er · adapl1 keinginan dari ! pemililk: 
kendaraan roda empat terhadap gka1~ngka khusus dan disinyalir 
ada pembayaran khusus untuk ,menqapatkannya, dalam hal ini 
fraksi kami memberikan catat I agar dicari sebuah kebijakan 

, I 
berdasarkan peraturan perundapgan 1 yang sesuai dengan hal 
tersebut sehingga tidak terjadi d skrim.1nasi dan dapat menambah 
pendapat daerah. i · ! I 

I ·. 

I 

Ranperda Tentang Tanggungja 
Perusahaa.n: I 

I 

ab i Sosial dan Lingkungan 

I . 

Tujuan dari Raperda ini ada!~ 4ntuk meningkat perhatian dan 
impkmcntasi tanggungjawab sosialldan lingkungan perusahaan oleh 
perusahaan sesuai dengan UU l Nol 19 tahun 2003 ten tang Badan 
l!saha Milik Negara pa$al 8~, W No 40 tahun 2007, tentang 
Pcrseroan Terbate.s dan Peraturan jPem~rintah No 47 tahun 2012 
tentang Tanggungjawab Sosial dan lLingkjungan Perseroan terbatas. 

' I 

I :I 
Tanggungjawab sosial dan lingk ngarll perusahaan tidak hanya 
menekankan pacta aspek doronga~ emari~siaan yang bersumber dari 

I 1 II 

norma dan etika universal• u tuk ! ' menolong sesama dan 
' ' 

ll1l'I11pcijuangkan pemerataan sosial maupun level strategi, melainkan 
harus makin diperluas pada tingkat kebijakan riil (UU No 25 tahun 

I . 

2007, pasal 15). Setiap perusahaan yang berbadan hukum baik 
RUMN. BUMD maupun Swasta Nasional dan asing mempunyai 
tanggungjawab sosial terhadap qaer h dirnana kantor usahalkegiatan 

' I' I I 

yang melakukan usahanya di Sumat raBarat. · 



, I , 
I ' 

Selama ini urusan-urusah ; ya~g himaksud tersebut telah 
mengimplementasikan tanggung ~awab, sasial terse but :terhadap 
daerah Sumatera Barat namun bel m optimal, maka perda TJSLP 
yang telah dibahas mengsinerji <an/¢engupay<tkan bagaiamana 
supayn semua perusahan-perusah an baik BUMN, BUMD dan 
Perusahan Swasta yang melak~an an ~(egiatan di Sumatera Barar 
melaksanakan tanggungjawbJny s~~uai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku, unt\.l~< tu ctJ~entuk sebuah forum yan~ 
terdiri dari perwakilan sertiap p~rus haa91yang disebut dengan forum 
TJSLP yang bersifat independen da am alrti betul-betul murni, semua 

I 
anggota forum tersebut adalah perw kila111 dari perusahaan. 

' 
i 
I 

Agar forum tersebut betul-bettil elak~anakan tepat sasaran maka 
I ' 

selalu berkordisnasi dengan ~lm kordi~asi pelaksanaan ,PrograJ.1l 
tanggungjwab sosial dan lingkung perusahaan yang seVanjutnya 
disebut dengan Tim Kordians.i P: lasara Program TJSLP yang 

terdiri dari SKPD-SKPD yangit~rk~~t I! . 
Fraksi PDI Perjuangan, PKB qah, P B d~at ~emahami sistem yang 
ada di Ranperda ini s~tpaya 1 t, ggu9gjawab semua perusahan­
perusahann tersebut bisa membaht masyarakat Sumatera Barat, di 
bidang pendidikan, so sial, keseHata dan l~ebagianya adil dan merata, 
nsalkan tim kordinisasi dapat me!a~sanakan kegiatan dengan sebaik­
baiknya. Untuk itu fraksi kami PDI Perjuangan, PKB & PBB dapat 
mcnerima Ranperda ini menjadi Pefda. • 

i 

RanperdaTentang Pemanfaatan dan Penggunaan Badan ,Jalan 
! 

Fraksi PDI Pl.!rjuangan, PKB, &;I PB~ mendukung perda yang 
mcngatur jalan Provinsi, berka tan ldengan Pemanfaatan dan 
Penggunaan Badan Jalan dari keny taa~ •yang ada pemanfaatan dan 
pcnggunaan badan jalan tdahl terj~di pada tingkat yang 
mengkawatirkan dipandang dari: slsi keamanan, kenyamanan bagi 

I 



pengguna jalan. Ada kesan tetjadin a ke~emberautan terutama pacta 
kota-kota di Sumatera Barat darn palagi pacta jalan-jalan Provinsi 
terse but banyaknya pasar-pasat ! t pan i yang menimbulkan tidak 
kelencaran lalu lintas. : 1

1 
• · 

Munculnya pemasangan baliho/paJan reklame pada tempat-tempat 
strategis juga menimbulkan pada lnasalah keindahan, keselamatan 
bagi pengguna jalan tennasuk: pJda pendapatan daerah: Hal ini 
tctjadi tidak adanya regulasi ditamb~h dengan tidak adanya kordina~i 
nntarn pemerintah Kabupaten!Kot~ dengan Pemerintah Provinsi. 
Perda tentang Pemanfaatan dan ~enggpnaan Badan Jalan adalah 
merupakan payung hukum >an~ harus djikuti oleh perda yang sama 
di Kabupaten/Kota yang mengatur secara teknis lebih lanjutnya. 
Schingga terjadilah singkroni~asi an kesinambungan antara Perda 
Provinsi dengan Perda Kabupten/K ta se~ara maksimal. 

• , I 

Fraksi kami memberikan catat~ a ar K~~pra~jal dapat mebuat data 
base yang rinci dan betnggurigj a aab I' ten tang Pemanfaatan dan 
Penggunaan Badan J alan m lalut petugas-petugas yang 
hcrtanggungjawab dalem perawataj, jalan Provinsi Sumatera Barat, 
dan perlu k.ami sampaikan dari masrkan provinsi-provinsi yang telah 
mcmpunyat perda Pemanfaatan an :Penggunaan Badan Jalan 

I' '· 

mengalami kesulitan dalam meneg an peirda tersebut. : · 
I ' 

Yang Terhormat Saudara Pimpinab d nAn gota DPRD 
' ' . 

Yang Terhormat Saudara Gubernur.B sert !Jajarannya 
! 

I I • 

Setelah penyampaian pe~dap~tj isa an db penilaian terhadap tiga 
rancangan peraturan daerah ip[, makf dengan ini Fraksi PDI 
Petjuangan, PKB & P:SB DPRq Pr vinsj,Sumatera Barat dengan in~ 
menyatakan dapat menerima ti a ra1nperda tersebut di atas 
untuk disahkan menjadi Pera~uran Daerah dengan catatan 
sebagai mana terse but di atas, dan! kam i juga mengingatkan agar 
Ciubcrnur Sumatera Barat meninqak lanjuti perda-perda tersebut 
clcngan Pcraturan Gubernur sc.:hingga perda ini tidak menjadi perda 
• j I 

t 1 ( ut· I 

I 



I I : 
Demikianlah Pendapat akhir F~ak i PDI Perj\!angan, PKB & PBB 
terhadap Rancangan tiga Ranp,rd ters+put di atas untuk dijadikap 
sebagai Peraturan Da~rah 1! · 1

1 
i 1 : 

' 11 I 

Atas perhatian siding dewan yang tcrr1onl'. at k~ini ucapkan terimakasih. 
• I I 

W£\ssalamu'alaikum Wr.Wb 1 
•

1 

i 

MERDEKA!!! 

.I 

:' Padang, 5 Agustus 201 p 

' 
I 

fJ PIMP IN AN F.RAKSI 
PDI PERJUANGAN~ PKB & PBB 

DEWAN PERWAKILA:N RAKYAT DAERAH 
I 

PROVINSI SUM. ATrRA BARA T 

Ke ua 1 I Sekretaris 
I . 

j. 
(Albert Hendra Lukman, SE) 
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